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MOTTO 
 
اَه ْ نِم ُّفَخَلأْا َم ِّدُق ُدِساَفَمْلا ِتَمَحاَز َت اَذِإَو اَه ْ نِم ىَلْعَلأْا َم ِّدُق ُحِلاَصَمْلا ِتَمَحاَز َت اَذِإ 
Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, 
 maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan.  
Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan,  
maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. 
(Kaidah Fiqhiyah) 
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Pada-Mu kutitip secuil asa, Kau berikan selaksa bahagia 
Pada-Mu kuharap setetes cinta, Kau limpahkan samudera cinta. 
 
Alhamdulillah 
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Satu cita telah ku gapai 
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Itu bukan akhir dari perjalanan 
Melainkan awal dari satu perjuangan 
 
Ibunda …. 
Do’a mu menjadikan ku bersemangat 
Kasih sayang mu yang membuatku menjadi kuat 
Hingga aku selalu bersabar 
melalui ragam cobaan yang mengejar 
Kini cita-cita dan harapan telah ku gapai 
 
Ayah ….. 
Petuah mu bak pelita, menuntun ku dijalan-Nya 
Peluh mu bagai air, menghilangkan haus dahaga 
Hingga darah ku tak membeku …. 
Dan raga ku belum berubah kaku …. 
 
Kawan . . .. 
Kecerian dan kebersamaan yang kalian hadapkan 
Kemarahan yang kalian utarakan 
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teman-teman ku seangkatan, yang telah membantu dan memberikan semangat hingga 
terselesaikan tugas ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ix 
 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
x 
 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah a a 
  َ  ‎ Kasrah i i 
  َ  ‎ Dammah u u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
xi 
 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
xii 
 
و...أ Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
xiii 
 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiv 
 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xv 
 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Nur Aini, NIM: 142111129;PANDANGAN DOSEN APARATUR 
SIPIL NEGARA (ASN) FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA 
TERHADAP SISTEM PENDISTRIBUSIANGAJI APARATUR SIPIL 
NEGARA (ASN) MELALUI BANK KONVENSIONAL MENURUT 
PERSPEKTIF MAS{LAH{AH MURSALAH. 
 
Mas{lah{ah mursalah adalah mas{lah{ah yang secara eksplisit tidak ada satu 
dalil pun baik yang mengkuinya maupun yang menolaknya. Mas{lah{ah 
mursalahterus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat 
Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Salah satu 
permasalahan yang muncul adalah sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank 
Konvensional di IAIN Surakarta yang menuai perbedaan pandangan dikalangan 
dosen ASN Fakultas Syariah. Dari pandangan mereka terlihat sisi mas{lah{ah dan 
mafsadah dari sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pendistribusian gaji ASN 
melalui Bank Konvensional menurut perspektif mas{lah{ah mursalah. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan sumber data primer dari wawancara langsung dengan para dosen 
ASN Fakultas Syariah dan pihak pemegang kebijakan di IAIN Surakarta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendistribusian gaji ASN 
melalui Bank Konvensional di IAIN Surakarta merupakan suatu kemasahatan. 
Para ASN mendapat kemudahan pelayanan dan kemudahan akses dari Bank 
Konvensional yakni BRI. Disamping itu, sistem pendistribusian gaji melalui Bank 
Konvensional maupun Bank Syariah tidak ada perbedaan dan di dalamnya tidak 
terdapat transaksi yang bersifat riba. Karena, bank hanya sebagai pendistribusi 
gaji, maka tidak ada tambahan yang disebut bunga di dalamnya. 
 
Kata Kunci: Mas{lah{ah mursalah, Mafsadah,Gaji, ASN. 
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ABSTRACT 
 
Nur Aini, NIM: 142111129;THE SYARIAH FACULTY IAIN SURAKARTA 
CIVIL STATE APPARATUS (ASN)  LECTURERS THOUGHT  AGAINST 
SALARY DISTRIBUTION SYSTEM REFORM OF THE CIVIL STATE (ASN) 
THROUGH A CONVENTIONAL BANK, ACCORDING TO THE MAS{LAH{AH 
MURSALAH PERSPECTIVE. 
 Mas{lah{ah mursalah is one any good evidence that admit it or reject it. 
Mas{lah{ah mursalah continues to grow and evolve with the development of Islamic 
society that is affected by the difference of conditions and locations. One of the 
problems that arises is the salary distribution system via conventional Bank ASN 
IAIN Surakarta that reap the difference of thought among the Islamic Faculty 
ASN lecturer. They look mas{lah{ah and mafsadah of ASN salary distribution 
system through a conventional Bank. This research was conducted to find out the 
ASN salary distribution system through a conventional Bank according to the 
perspective of mas{lah{ah mursalah. 
This research included a qualitative descriptive  by using  the primary data 
source of interview with the lecturers  of Syariah Faculty and  whose  holder of 
the policy in IAIN Surakarta. 
The results of this research shows that the distribution system of ASN 
through Conventional Bank is a benefit. The ASN gets the ease of service and 
easy access from Conventional Bank that is BRI. In addition, the distribution 
system of salary either through Conventional Banks or Islamic Banks there is not 
differenece. In it the are no transactions that are usury. Because, the bank only as 
a salary distributors, then there is no additional so-called interest. 
 
Key words: Mas{lah{ah mursalah, Mafsadah, Salaries, ASN. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Gaji atau upah adalah komponen biaya yang secara rutin terjadi 
dalam penyelenggaraan perusahaan dan sangat penting, karena berkaitan 
dengan motivasi karyawan. Pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa, gaji 
dan upah merupakan biaya yang paling dominan. 
Upah disebut juga ujrah dalam Islam. Upah adalah bentuk 
kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja.
1
  Sedangkan mengenai 
tata cara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda; 
 َرَمُع ِنْبا ْنَعَو-  اَمُه ْ نَع ُوَّللا َيِضَر-  ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق-  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص- :
« ُُوقَرَع َّفِجَي ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ َريِجَْلْا اُوطْعَأ » ْوَجاَم ُنْبا ُهاَوَر 
"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya 
mengering." (HR. Ibnu Majah). Meskipun hadis ini masih ada yang menilai 
lemah, tetapi ia sangat mashur dan sesuai dengan tuntutan kemanusiaan serta 
termasuk etika mulia.
2
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 Muhammad, Tenaga Kerja dan Upah dalam Perspektif Islam, 
https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html, diakses tanggal 
15 Maret 2018, Pukul 22:29 WIB. 
2
 HR. Ibnu Majah, No. 2473, dalam Aplikasi Kampung Sunnah; Subulus Salam 
Syarah Bulughul Maram. 
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Untuk memudahkan pendistribusian upah atau gaji maka 
diperlukan suatu sistem, yaitu sistem akuntansi gaji dan upah. Setiap instansi 
pemerintahan selalu membutuhkan beberapa tenaga manusia yaitu karyawan 
untuk membantu memudahkan jalannya pekerjaan yang dijalani oleh badan 
usaha, perusahaan maupun instansi. Karyawan pada suatu instansi 
pemerintahan disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 
pada instansi pemerintah. Sedangkan PNS adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3
 
Sedangkan untuk gaji para ASN, pemerintah memberi tanggung 
jawab kepada Bank Umum untuk menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara 
(ASN), seperti yang dikemukakan oleh Jendral Perbendaharaan Kementrian 
Keuangan (Dirjen Kemenkeu) yang telah menetapkan beberapa bank umum 
sebagai penyalur gaji bulanan ASN di Indonesia. Pada tahun 2015, Menteri 
Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk 20 Bank Umum sebagai penyalur gaji 
bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar dari Sabang sampai 
Merauke. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto 
Harjowiryono telah  meneken  kesepakatan kerjasama dengan para petinggi 
bank umum tersebut di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Kementerian 
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 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK. 05/2016 tentang 
Penyaluran Gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia/Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia pada Bank Umum secara Terpusat, 
hlm. 2. 
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Keuangan. 20 Bank Umum tersebut adalah Bank Kalimantan Selatan, Bank 
Lampung, Bank Jawa Timur, Bank Sumatera Selatan-Bangka Belitung, Bank 
Nagari, Bank Sulawesi Selatan dan Baray, Bank Daerah Khusus Ibukota, 
Bank aceh, Bank Nusa Tenggara Timur, Bank Nusa Tenggara Barat, Bank 
Kalimantan Barat, Bank Sumatera Utara, Bank Bukopin, Bank Sulawesi 
Tengah, Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank Jawa Barat dan Banten, Bank 
Sulawesi Tenggara, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bank 
Riau-Kepulauan Riau, dan Bank Syariah Mandiri. Kementrian keuangan 
sebelumnya telah melakukan kerjasama yang cukup lama dengan empat Bank 
BUMN yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN untuk pembayaran gaji pegawai. 
Jadi tambah 20 bank ini untuk lebih mempermudah pegawai.
4
 Pada awal tahun 
2016, telah ada dua Bank Syariah yang menjadi penyalur gaji PNS. Jika di 
tahun 2015 telah ada Bank Mandiri Syariah, maka kini BNI Syariah telah 
bergabung sebagai Bank Syariah penyalur gaji PNS.
5 Kemudian, pada tahun 
2017 Kementrian Keuangan menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
Jawa Tengah atau Bank Jateng sebagai institusi penyalur gaji PNS, TNI dan 
Polri.
6
 
Hal ini berarti, telah ada penunjukan dari pemerintah terkait Bank 
Umum mana yang akan bekerjasama dengan suatu perusahaan atau instantsi 
                                                          
4
 Gentur Putro Jati, Kemenkeu Tunjuk Bank Daerah untuk Bayarkan Gaji PNS, 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150413172244-78-46317/kemenkeu-tunjuk-bank-
daerah-untuk-bayarkan-gaji-pns, diakses tanggal 23 Maret 2018, Pukul 15.51 WIB. 
5
 Fuji Pratiwi, Penyalur Gaji PNS, TNI, dan POLRI Kini Bisa Lewat Bank Syariah, 
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/02/15/o2kyyl382-
penyaluran-gaji-pns-tni-dan-polri-kini-bisa-lewat-bank-syariah, diakses tanggal 13 April 
2018, Pukul 07.28 WIB. 
6
 Puji Utami, Jadi Penyalur Gaji PNS, Bank Jateng Berharap Peningkatan Kredit, 
http://m.merdeka.com/jateng/perbankan/jadi-penyalur-gaji-pns-bank-jateng-berharap-
peningkatan-kredit-1704262.html, diakses tanggal 23 Maret 2018, pukul 20.36 WIB. 
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pemerintah. Dimana bank tersebut bertugas mendistribusikan gaji para 
karyawan pemerintah yakni para Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski begitu, 
pihak instansi pemerintah bisa mengusulkan Bank Umum mana yang akan di 
ajak bekerjasama untuk mendistribusikan gaji para ASN di instansi 
pemerintah tersebut.
7
 Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 
11/PMK. 05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri 
Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat juga dijelaskan dalam 
pasal 4, bahwa Bank umum yang berminat untuk ditunjuk sebagai bank 
penyalur gaji para ASN bisa mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat. Tentunya dengan melengkapi syarat-
syarat yang telah ditetapkan dalam PMK.
8
 Dan di IAIN Surakarta, gaji para 
tenaga pengajar (dosen) yang telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara 
didistribusikan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).
9
 
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat.
10
 Dosen merupakan tenaga pengajar di suatu 
                                                          
7
 M. Usman, Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Wawancara Pribadi, 28 
Maret 2018, jam 13.21-13.48 WIB. 
8
 Lihat pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK. 05/2016 
tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara 
Terpusat. 
9 M. Usman, Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Wawancara Pribadi, 28 
Maret 2018, jam 13.21-13.48 WIB. 
10
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen, diakses 15 Januari 2018, Pukul 22:19 WIB. 
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Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS). 
Di IAIN Surakarta, khususnya di Fakultas Syariah, jumlah tenaga 
pengajar/dosen pengampunya adalah sebanyak 45 dosen. Sebanyak 35 dosen 
sudah menjadi dosen tetap ASN, sedangkan sebanyak 10 orang menjabat 
sebagai dosen tetap Non-ASN. Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta terdiri 
dari akademisi alumni dalam dan luar negeri (Mesir, Madinah, Sudan, Iraq, 
Aljazair, Belanda, dan Australia). Baik jenjang S2 maupun S3 dan praktisi 
(hakim, advokat/pengacara), dan praktisi lembaga keuangan syariah.
11
 Hal ini 
dikarenakan Fakultas Syariah merupakan salah satu institusi yang bergerak di 
bidang hukum, terutama hukum Islam. Fakultas Syariah dimiliki oleh 
perguruan tinggi yang berbasis Islam. Seperti halnya di Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta atau sering disingkat dengan IAIN Surakarta, mempunyai 4 
fakultas di dalamnya, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas 
Syariah, Fakultas Ushuludin dan Dakwah, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam. Fakultas Syariah IAIN Surakarta memiliki empat prodi/jurusan, di 
antaranya: Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana 
Islam, dan Manajemen Zakat dan Wakaf.
12
 
Dosen dengan Perguruan Tinggi yakni IAIN Surakarta mempunyai 
hubungan timbal balik dimana masing-masing mempunyai hak dan 
kewajiban. Instansi berhak atas kinerja dosen, yakni mengajar mahasiswa 
                                                          
11
 Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. 
12
 Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. 
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IAIN Surakarta dan instansi berkewajiban menggaji para dosen yang 
mengajar di IAIN Surakarta. Sedangkan dosen berkewajiban mengajar 
mahasiswa IAIN Surakarta dan berhak menerima upah atau gaji akan hal 
tersebut. 
Berkaitan dengan pendistribusian gaji untuk dosen, terdapat 
perbedaan antara sistem penggajian dosen ASN dengan dosen non-ASN 
(honorer). Sistem penggajian untuk dosen Non-ASN (honorer) dilaksanakan 
langsung dari akademik fakultas masing-masing tempat dosen tersebut 
mengajar. Sedangkan untuk Dosen ASN sistem penggajiannya adalah 
langsung dari pemerintah dan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah 
Kementrian Agama (KEMENAG).
13
 Hal ini dikarenakan Dosen ASN 
merupakan pegawai yang telah terikat langsung dengan pemerintah. 
Para dosen Fakultas Syariah mempunyai pandangan yang berbeda-beda 
dalam menanggapi pendistribusian gaji dosen ASN IAIN Surakarta yang 
melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Peneliti mendapati ada Dosen ASN 
yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, karena begitu 
gajinya turun, beliau langsung mengambilnya untuk dibelanjakan 
kebutuhannya.
14
 Ada pula dosen yang menyatakan hal tersebut tidak apa-apa, 
karena memang sudah ketentuan dari instansi harus melalui BRI.
15
 Namun, 
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 M. Usman, Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Wawancara Pribadi, 28 
Maret 2018, jam 13.21-13.48 WIB. 
14
 Andi Wicaksono,  Dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakrta, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 07.28-07.39 WIB. 
15
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ada pula dosen yang yang setelah gajinya turun, ia langsung memindahkan 
gaji tersebut ke bank syariah dengan alasan agar lebih menghidupkan 
lembaga-lembaga yang berpredikat syariah, karena sebagai orang Islam dan 
paham akan keilmuwan syariah sudah sepatutnya menerapkan prinsip Islam 
dalam kehidupan.
16
 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji permasalahan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam 
uraian berikutnya dan hasil penelitian ini akan penulis susun dalam bentuk 
skripsi yang berjudul “PANDANGAN DOSEN APARATUR SIPIL 
NEGARA (ASN) FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA 
TERHADAP SISTEM PENDISTRIBUSIAN GAJI APARATUR SIPIL 
NEGARA (ASN) MELALUI BANK KONVENSIONAL MENURUT 
PERSEPEKTIF MAS{LAH{AH MURSALAH”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta tentang 
sistem pendistribusian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Bank 
Konvensional? 
2. Apa argumentasi para Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta terhadap 
pandangan mereka tentang sistem pendistribusian gaji Aparatur Sipil 
Negara (ASN) melalui Bank Konvensional dilihat dengan Perspektif 
mas{lah{ah mursalah? 
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 M. Usman, Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Wawancara Pribadi, 28 
Maret 2018, jam 13.21-13.48 WIB. 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta 
tentang sistem pendistribusian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui 
Bank Konvensional. 
2. Untuk mengetahui sistem pendistribusian gaji Aparatur Sipil Negara 
(ASN) di IAIN Surakarta melalui Bank Konvensional menurut konsep 
mas{lah{ah mursalah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapakan mampu memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai 
pandangan dosen tentang pendistribusian gaji Dosen ASN di Fakultas 
Syariah IAIN Surakrta dalam perspektif mas{lah{ah mursalah. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan 
penentu terhadap pendistribusian gaji Dosen ASN di Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta. 
 
E. Kerangka Teori 
Dari segi bahasa, kata al-mas{lah{ah adalah seperti lafazh al-
manfa‟at, baik artinya ataupun waza>n-nya (timbangan kata), yaitu kalimat 
9 
 
 
 
mas{dar yang sama artinya dengan kalimat aṣ-ṣalah{, seperti halnya lafaz al-
manfa’at sama artinya dengan al-naf’u. Dan al-manfa’at yang dimaksud oleh 
pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal,  
keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan 
makhluk-Nya. Sedangkan alasan dikatakan mursalah, karena syara’ 
memutlakkannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara’ yang 
menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.
 17
 
Kata mursalah merupakan participle pasif atau ʽism al-maf’u >l dari 
kata arsala yang kata kerja (fi‟l) sulâsi-nya berbentuk rasala. Secara etimologi 
mursalah berarti mut{laqah, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata 
mas{lah{ah mursalah dalam beberapa literatur disebutkan dengan mas{lah{ah 
mut{laqah.18 
Mas{lah{ah mursalah yakni al-mas{lah{ah yang tidak diakui secara 
eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’, 
tetapi masih sejalan  secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang 
universal.
19
 Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa, mas{lah{ah mursalah 
berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum 
untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang 
                                                          
17
 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih; untuk UIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2010), hlm. 117. 
18
 Mohammad Rusfi, Validitas Mas{lah{ah Mursalah sebagai Sumber Hukum, Al-
„Adalah, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 65. 
19
 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 130. 
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mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut mas{lah{ah 
mursalah (maslahat yang lepas dari dalil secara khusus).20 
Untuk memperjelas pengertian mas{lah{ah mursalah, Abdul Karim 
Zaidan menjelaskan macam-macam mas{lah{ah21: 
1. Al- Mas{lah{ah al- Mu’tabarah, yaitu mas{lah{ah yang secara tegas diakui 
syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 
merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berijtihad untuk memelihara 
agama dari dorongan musuhnya, diwajibkan hukuman qis{as{ untuk 
menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminuman khamar 
untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara 
kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk 
menjaga harta. 
2. Al-Mas{lah{ah al-Mulgah, yaitu sessuatu yang dianggap mas{lah{ah oleh akal 
pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan 
ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian 
mas{lah{ah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan 
ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat an-Nisa’ yang menegaskan bahwa 
pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya 
pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu 
bukan maslahat di sisi Allah. 
                                                          
20
 Abdul Wahab Khallaf, yang dikutip dalam Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 149. 
21
 Ibid., hlm. 149-150. 
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3. Al-Mas{lah{ah al-Mursalah, maslahat macam inilah yang dimaksud dalam 
pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang 
disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah 
muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada 
bandingannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah untuk dapat dilakukan 
analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. 
Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam 
Al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu 
sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara 
jiwa dan harta. 
Para ulama berbeda pendapat mengenai mas{lah{ah mursalah 
dibidang muamalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi’iyah 
dan Hanafiyah tidak mengakui mas{lah{ah mursalah sebagai landasan 
pembentukan hukum. Mereka beralasan bahwa Allah dan Rasul-Nya telah 
merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk 
kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan mas{lah{ah 
mursalah, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena 
menganggap masih ada mas{lah{ah yang belum tertampung oleh hukum-
hukum-nya.
22
 Hal seperti itu bertentangan dengan QS. Al-Qiyamah ayat 36: 
ىًدُس ُكَر ْ ت ُي ْنَأ ُناَسْن ِْلْا ُبَسْحََيا 
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 Satria Efendi, Ushul Fiqh..., hlm. 150. 
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Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa 
pertanggungjawaban)?(QS. Al-Qiyamah:36).
23
 
 
Selain itu, mereka juga beralasan bahwa membenarkan mas{lah{ah 
mursalah  sebagai landasan hukum Islam berarti membuka pintu lagi bagi 
berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk 
menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih 
kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.
24
 
Sedangkan kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari 
kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa mas{lah{ah mursalah secara sah dapat 
dijadikan landasan penetapan hukum. Sebab, syariat Islam diturunkan, seperti 
disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan 
Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat 
manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak 
mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Namun 
secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah 
untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang 
dianggap mas{lah{ah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah 
Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
25
 
Adapun ketika ada dua buah hukum yang harus dilakukan secara 
bersamaan yang sulit untuk mempertemukannya, maka seorang mukallaf 
harus memilih salah satunya dalam skala prioritas. Pemilihan dan penentuan 
skala prioritas. Pemilihan dan penentuan skala prioritas dalam hal ini 
                                                          
23
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: Departemen Agama 
RI, 2009), hlm. 454. 
24
 Satria Efendi, Ushul Fiqh..., hlm. 150-151. 
25
 Ibid.,hlm. 151. 
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tentunya tidak dilakukan secara acak, akan tetapi dengan berbagai batasan 
yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Batasan-batasan inilah yang 
nantinya dipakai untuk menentukan sebuah amalan yang harus lebih 
diprioritaskan dari pada yang lainnya. Diantaranya batasan-batasan tersebut 
adalah
26
: 
1. Mengutamakan yang membawa kemaslahatan yang lebih besar. 
2. Menghindari yang membawa mafsadah yang lebih besar. 
3. Yang lebih dominan lebih diprioritaskan apabila berbenturan antara 
mas{lah{ah dan mafsadah. 
4. Menghilangkan mafsadah lebih utama dibanding mendatangkan mas{lah{ah 
apabila sisi mas{lah{ahdan mafsadah-nya berimbang. 
5. Kemaslahatan yang menuju pada masyarakat umum lebih diutamakan dari 
pada kemaslahatan yang kembali pada individu. 
6. Lebih memprioritaskan tujuan dari pada sarana. 
7. Mengutamakan fardhu dan ushul dibandingkan sunnah dan furu‟. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan 
dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini berguna untuk 
menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain, 
berdasarkan fokus penelitian, dan penelitian ini tentunya berbeda dengan 
yang sudah ada. Fokus penelitian penulis dalam topik sistem penerimaan gaji 
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 Muh. Nashirudin, “Fikih Prioritas (Pengertian dan Batasannya)”, Al-Ahkam, Vol. 
5, No. 1, Maret 2007, hlm.20. 
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PNS adalah pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta menurut 
konsep mas{lah{ah mursalah. 
Sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan menelusuri beberapa 
penelitian dan menelaah bahan-bahan kepustakaan untuk mengetahui sejauh 
mana masalah-masalah tersebut dibahas untuk oleh penulis sebelumnya. 
Sepanjang pengetahuan penulis, masih sedikit sekali buku dan penelitian 
yang membahas secara mendalam dan komprehensif yang bersentuhan secara 
langsung dengan masalah sistem penerimaan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
atau yang sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut 
konsep mas{lah{ah mursalah. 
Berikut ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian 
ini: Skripsi Maryati, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Mu’amalah, 2009 yang 
berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Gaji Pegwai 
Negeri Sipil (Studi Lapangan di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen). 
Dalam penelitian ini mengkaji pandangan hukum Islam tentang pengelolaan 
zakat dari gaji Pegawai Negeri Sipil di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen. 
Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa penyaluran zakat dari badan 
amil zakat telah memprioritaskan secara khusus bahwa zakat sendiri untuk 
yang berhak dan itu pun bukan hanya dari segi konsumtif tetapi produktif 
juga dipertimbangkan.
27
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 Maryati, “Perspektif Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Gaji Pegwai 
Negeri Sipil (Studi Lapangan di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen)”, Skripsi tidak 
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Skripsi Putri Arum Widyasari, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Perbankan 
Syariah, 2014 yang berjudul “Analisis Pengaruh Aspek Pengetahuan, Aspek 
Ekonomi, Aspek Pelayanan dan Aspek Demografi terhadap Keputusan PNS 
Menabung di Bank Syariah di Surakarta”. Dalam penelitian ini mengkaji 
tentang aspek pengetahuan, aspek ekonomi, aspek pelayanan dan aspek 
demografi yang berpengaruh terhadap keputusan PNS menabung di Bank 
Syariah di Surakarta. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa aspek 
pengetahuan, aspek ekonomi, aspek pelayanan dan aspek demografi 
mempunyai pengaruh terhadap keputusan PNS menabung di Bank Syariah di 
Surakarta. Dan faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan PNS 
menabung di Bank Syariah di Surakarta adalah aspek demografi. Hal ini 
terlihat dari indikator derajat strategis lokasi Bank Syariah, adanya 
kemudahan untuk menuju lokasi Bank Syariah dan jauh dekatnya dari lokasi 
perkotaan dapat mempengaruhi seseorang untuk menabung di Bank 
Syariah.
28
 
Skripsi Meynar Intan Hapsari, Universitas Sebelas Maret, Fakultas 
Hukum, 2008 yang berjudul “Pelaksanaan Penggajian Pegawai Negeri Sipil 
di Pemerintah Kota Surakarta (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PP No. 9 
Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembeilan PP No.7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil)”. Dalam penelitian ini mengkaji 
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 Putri Arum Widyasari, “Analisis Pengaruh Aspek Pengetahuan, Aspek Ekonomi, 
Aspek Pelayanan dan Aspek Demografi terhadap Keputusan PNS Menabung di Bank Syriah 
di Surakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 
2014, hlm. 100-101. 
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hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan penggajian Pegawai 
Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surakarta serta upaya penyelesaiannya. Hasil 
penelitian ini memberi kesimpulan bahwa Perubahan ketentuan gaji sering 
tidak tepat waktu karena turunnya SK sering terlambat.  Dalam hal pensiun 
dini juga sering terjadi SK terlambat turun sehingga Pegawai Negeri Sipil 
yang seharusnya sudah pensiun tetapi masih menerima gaji seperti biasa 
sebelum di pensiun.  Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut di atas, 
dilakukan upaya penyelesaian berupa: koordinasi yang lebih intensif, 
melakukan sistem baku terhadap metode kerja dari bendahara, dan perlu 
adanya keseragaman dalam pencatatan dan sistem pemberian gaji secara baik 
terhadap PNS yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.
29
 
Skripsi Abdul Aziz, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Salatiga, Fakultas Syariah, program studi Ahwal Al-Syakhsyiyyah 2012 yang 
berjudul “Status Warisan Gaji Pegawai Negeri Sipil Studi Pemikiran Ulama‟ 
NU Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini mengkaji 
tentang gaji pensiun janda/duda menurut pemikiran tokoh Ulama NU kota 
Salatiga dan kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan 
bahwa dari lima tokoh Ulama’ NU kota Salatiga dan kab. Semarang ada tiga 
tokoh ulama yaitu: 1. KH. Sonwasi Ridwan, 2. KH. Makmun Al hafid, 3. KH. 
Tadzkir Mansur yang berpendapat bahwa harta pensiun bukan merupakan 
tirkah. Sedangkan satu dari lima tokoh tersebut yaitu  KH. Saifudin Zuhri 
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 Meynar Intan Hapsari, “Pelaksanaan Penggajian Pegawai Negeri Sipil di 
pemerintah Kota Surakarta (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Kesembeilan PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil)”, 
Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008, hlm. 65. 
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yang berpendapat bahwa harta pensiun merupakan tirkah. dan yang terakhir 
KH. Mahfud Ridwan berpendapat bahwa harta pensiun merupakan harta 
tirkah yang semu.
30
 
Jurnal Lex Privatium oleh Anggy Lavencia Mauren Salendu, 2016 
yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Izin Perceraian Pegawai Negeri 
Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990”. Penelitian ini 
mengkaji tentang kaidah hukum berkaitan dengan izin perceraian bagi 
Aparatur Sipil Negera (ASN) menurut Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 
1990 serta mekanisme dan dampak perceraian bagi ASN menurut PP no. 45 
tahun 1990. Hasil dari penelitian ini yaitu, diperlukan kekuatan hukum yang 
jelas agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, 
diperlukan juga perangkat hukum yang tegas agar tidak terjadi langkah 
kompromi dalam pemberian sanksi sehingga tidak memberikan celah kepada 
PNS/ASN dan pejabat untuk melakukan pelanggaran. Selanjutnya agar PP 
No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dapat diterapkan dan 
dilaksanakan dengan baik maka perlu adanya upaya merevisi pasal-pasal 
yang ada dalam peraturan tersebut dan perlu satu perangkat baru yang lebih 
sesuai dengan kondisi masyarakat dewasa ini dan lebih mengikat sehingga 
upaya untuk memberikan citra positif kepada PNS/ASN dan Pejabat dalam 
urusan perkawinan dan perceraian dapat tercapai.
31
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 Abdul Aziz, “Status Warisan Gaji Pegawai Negeri Sipil Studi Pemikiran Ulama’ 
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Jurnal Al-Mawarid oleh Nur Kholis, 2003 yang berjudul “Antisipasi 
Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap 
Pemikiran Mas{lah{ah Mursalah Al-Ghazali)”. Penelitian ini mengakaji tentang 
hukum Islam menjawab klaim kaum orientalis dengan konsep mas{lah{ah 
mursalah menurut perspektif Al-Ghazali. Hasil penelitian ini yaitu dengan 
menerapkan mas{lah{ah mursalah sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam, 
maka akan banyak problematika kontemporer yang dihadapi umat Islam yang 
status hukumnya belum ditunjukan oleh nas al-Qur’an dan as-Sunnah, dapat 
diketahui dan dapat ditetapkan hukumnya. Dengan begitu hukum Islam akan 
tetap eksis dan selalu up to date, sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman 
pada era globalisasi.
32
 
Dalam Jurnal Al-Ahkam  oleh Muh.Nashirudih, 2007 yang berjudul  
“Fikih Prioritas (Pengertian dan Batasanya)”. Penelitian ini mengkaji 
tentang apa yang dinamakan dengan fikih prioritas (fiqh al-aulawiyyat) serta 
batasan pembahasan fikih prioritas.  Hasil penelitian ini memberi kesimpulan 
bahwa masih banyak kerancuan yang terjadi pada umat Islam pada umumnya 
dalam menentukan skala prioritas. Kerancuan itu menjadikan banyak hal 
yang terabaikan, selain menjadikan banyak hal yang tidak penting justru 
menghabisakan energi dan pemikiran. Batasan-batasan yang peneliti 
sampaikan memang belum mencakup keseluruhan batasan yang harus 
diketahui untuk menentukan skala prioritas. Akan tetapi setidaknya bisa 
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 Nur Kholis, “Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika 
Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Maslahah Mursalah Al-Ghazali)”, Al-Mawarid, 
Vol. 10, 2003. 
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sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana menentukan batasan skala 
prioritas sebuah tindakan.
33
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan 
sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa 
adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
34
 Pendekatan 
yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskripstif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari 
orang-orang (subjek) itu sendiri. Dengan mengambil lokasi di Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan 
tempat ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di Fakultas Syariah 
inilah terdapat perbedaan sikap tentang gaji yang didistribusikan melalui 
Bank Konvensional. Untuk menentukan subjek dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan teori snowball. Yaitu dalam pencarian data 
menggunakan bantuan key-informant. Dari petunjuk key-informant inilah 
yang akhirnya berkembang dalam pencarian responden, sehingga jumlah 
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Muh. Nashirudin,  “Fikih Prioritas (Pengertian dan Batasanya)”, Al-Ahkam vol. 5, 
No. 1, Tahun 2007, hlm. 23. 
34Cholid Narbuko, “Metodologi Penelitian” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 
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responden yang dikehendaki dapat terpenuhi.
35
 Dalam hal ini, yang 
menjadi key-informant adalah dosen ASN Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari: 
a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian 
melalui wawancara pada dosen ASN Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. 
b. Data Sekunder, data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah 
dalam penelitian ini. Data ini umumnya identik dengan data untuk 
membangun landasan teori. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 
data tertulis, berupa buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan 
dokumen resmi. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik 
pengumpulan data antara lain: 
a. Observasi 
Yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara 
sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
36
 Metode ini 
bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori 
ataupun hal-hal yang penulis peroleh di lapangan. 
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 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Melton 
Putra, 1991), hlm. 31. 
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b. Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.
37
 Adapun jenis 
wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, 
dimana pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan situasi 
dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan 
yang akan dipertanyakan.
38
  
Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber yaitu dosen 
ASN Fakultas Syariah IAIN Surakarta, guna melengkapi data yang 
diperlukan tentang pandangan dosen ASN Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta tentang sistem pendistribusian gaji Aparatur Sipil Negara 
(ASN) melalui Bank Konvensional menurut konsep mas{lah{ah 
mursalah. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari tahu 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 
surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda dan sebagainya 
yang berkaitan dengan penelitian ini.
39
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4. Analisis Data 
Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, selanjutnya 
dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola 
berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dengan kaidah yang 
bersifat khusus kemudian disusun rumusan masalah yang bersifat umum. 
Dalam hal ini, peneliti akan mengelompokkan pendapat para dosen untuk 
kemudian melihat manfaat dan mad{ara<t dari alasan mereka dalam 
mengambil sikap terhadap sistem pendistribusian gaji ASN IAIN 
Surakarta yang melalui Bank Konvensional. Selanjutnya, peneliti 
menganalisis pandangan dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakarta 
terhadap sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional 
dengan konsep mas{lah{ah mursalah dimulai dengan melihat teori-teori 
mas{lah{ah mursalah yang kemudian dilanjutkan dengan melihat berbagai 
pandangan dosen ASN Fakultas Syariah. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, dalam 
pembahasannya penulis membagi menjadi beberapa bab yang masing-masing 
bab terdiri dari: 
Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan. 
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Di Bab kedua penulis akan menguraikan teori-teori tentang Bank 
Konvensional dan Bank Syariah, pengertian mas{lah{ah mursalah, macam-
macam maṣlahah, dasar hukum mas{lah{ah mursalah, Objek mas{lah{ah 
mursalah, syarat-syarat mas{lah{ah mursalah, kedudukan mas{lah{ah mursalah 
dan kehujjahannya, batasan-batasan penentuan skala prioritas mas{lah{ah 
ketika terjadi benturan dua buah hukum, serta penerapan mas{lah{ah mursalah 
dalam kehidupan. 
 Dalam bab ketiga penulis menerangkan mengenai data-data mengenai 
profil Fakultas Syariah IAIN Surakarta, aturan tentang penunjukan Bank 
Umum yang digunakan untuk mendistribusikan gaji para Aparatur Sipil 
Negara (ASN), latar belakang pendidikan para dosen ASN  Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta dan bidang kelimuan apa saja yang mereka ampu di fakultas 
tersebut,  pandangan dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakarta terhadap 
sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN surakarta melalui Bank 
Konvensional, serta argumentasi mereka terhadap sistem pendistribusian gaji 
ASN di IAIN surakarta melalui Bank Konvensional dikaitkan dengan 
mas{lah{ah mursalah. 
Dalam Bab empat penulis menguraikan analisis mengenai pandangan 
dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakarta tentang sistem pendistribusian 
gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Bank Konvensional dilihat dengan 
perspektif mas{lah{ah mursalah. 
Dalam bab kelima berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan disesuaikan dengan 
24 
 
 
 
rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disajikan secara singkat dan 
jelas. Sedangkan saran merupakan himbauan kepada pembaca atau instansi 
terkait agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat 
serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya. 
25 
 
BAB II 
TEORI BANK KONVENSIONAL, TEORI BANK SYARIAH, DAN 
KONSEP MAṢLAH{AH MURSALAH 
 
A. Bank Konvensional 
1. Pengertian Bank Konvensional 
Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum 
Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
1
 Dalam mencari keuntungan 
dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan 
prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: menetapkan bunga 
sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun produk pinjaman dan 
menerapkan berbagai biaya-biaya dalam non-minimal atau persentase 
tertentu.
2
 Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 
yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya ke 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3
 
Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi 
bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang 
                                                          
1 Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer 
(Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 48. 
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keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah 
keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana 
dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan 
adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah 
mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat 
luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan bank dengan cara 
memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya 
dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh 
masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito 
berjangka.
4
 
Setelah menghimpun dana, bank kemudian akan menyalurkan dana 
yang telah dihimpun. Bank konvensional pada umumnya beroperasi 
dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana dari 
masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; 
menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, 
antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit 
jangka pendek; pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, 
kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat 
berharga, bank draft, wali amanat, peminjaman emisi, dan perdagangan 
efek.
5
 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 
lembaga keuangan yang kegiatanya adalah: 
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a. Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 
maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau 
berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan 
uang biayanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan 
kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh 
bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk 
memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi 
tujuan di atas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk 
melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan 
simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi 
tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan 
yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (demand deposit), 
simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time 
deposit). 
b. Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank 
memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain, 
bank menyediakan dana bagi masyarakat untuk membutuhkannya. 
Pinjaman kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai 
dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih 
dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. 
Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak 
dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan 
berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua 
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bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit 
perdagangan. 
c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti pengiriman uang 
(transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota 
(clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota 
dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank 
garansi, bank notes, travellers cheque, dan jasa lainnya. Jasa-jasa 
bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank 
yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.
6
 
2. Jenis Kegiatan Bank Konvensional 
a. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk: 
1) Simpanan Giro (Demand deposit) 
2) Simpanan Tabungan (Saving Deposit)  
3) Simpanan Deposito (Time Deposit) 
b. Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending) dalam bentuk: 
1) Kredit Investasi 
2) Kredit Modal Kerja 
3) Kredit Perdagangan 
c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) seperti: 
1) Transfer (Kiriman Uang) 
2) Inkaso (Collection) 
3) Kliring (Clearing) 
                                                          
6
 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan..., hlm. 4-5. 
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4) Safe Deposit Box 
5) Bank Card 
6) Bank Notes (Valas) 
7) Bank Garansi 
8) Referensi Bank 
9) Bank Draft 
10) Letter of Credit (L/C) 
11) Cek Wisata (Travellers Cheque) 
12) Jual beli surat-surat berharga 
13) Menerima setoran-setoran seperti: 
a) Pembayaran pajak 
b) Pembayaran telepon 
c) Pembayaran air 
d) Pembayaran listrik 
e) Pembayaran uang kuliah 
14) Melayani Pembayaran-pembayaran seperti: 
a) Gaji/Pension/honorarium 
b) Pembayaran deviden 
c) Pembayaran kupon 
d) Pembayaran bonus/hadiah 
15) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi: 
a) Pinjaman emisi (underwriter) 
b) Penjamin (guarantor) 
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c) Wali amanat (trustee) 
d) Perantara perdagangan efek (pialang/broker) 
e) Pedagang efek (dealer) 
f) Perusahaan pengelola dana (invesment company)  
16) dan jasa-jasa lainnya7 
Dalam kegiatan bank konvensional terdapat dua macam bunga: 
a. bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai 
rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di 
bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi 
pihak bank bunga simpanan merupakan harga beli. 
b. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para 
peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, 
seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan 
harga jual.
8
 
3. Tujuan Bank Konvensional 
Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 
disebutkan dalam pasal 4 bahwa tujuan dari perbankan di Indonesia 
adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 
nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
9
 
                                                          
7
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya..., hlm. 38-40. 
8
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 503. 
9
 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 
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B. Bank Syariah 
1. Pengertian Bank Syariah 
Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Syariah (BUS) dan Bank Peembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank 
Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam lalu lintas 
pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah 
bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran.
10
 Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah 
“segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” 11 
2. Jenis Kegiatan Bank Syariah 
a. Produk Penghimpunan Dana 
Sama halnya dengan produk pada perbankan konvensional, 
produk Bank Syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut 
sebagai simpanan yaitu dana yang percayakan oleh masyarakat kepada 
bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, 
deposito, sertipikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainya yang 
dipersamakan dengan itu. Implementasi Prinsip Syariah dalam produk 
                                                          
10
 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: 
Kencana, 2015), hlm. 11. 
11
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 teentang Perbankan 
Syariah. 
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giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan adalah sebagai 
berikut: 
1) Giro, dapat menggunakan akad wa>d{iʽah  maupun akad mud{a>rabah. 
Giro yang menggunakan akad wa>d{iʽah di dalamnya, maka pihak 
bank selalu penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan 
tersebut (yang di pakai akad wa>d{iʽah ad{-d{amanah), sehingga 
biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah 
penyimpanan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan 
kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal.  Sedangkan dalam 
hal bank menggunakan akad mud{a>rabah dalam operasionalnya 
maka di dalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara 
bank dan nasabah di awal perjanjian. Pada giro wa>d{iʽah  nasabah 
terhindar dari resiko kehilangan/berkurangnya dana yang disimpan 
(jadi lebih safety), sedangkan pada giro mud{a>rabah nasabah 
menanggung risiko berkurangnya dana yang disimpan  dan 
sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial 
dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya 
sesuai dengan nisbah sebagaimana telah di perjanjikan di awal. 
2) Deposito.  Produk deposito karena memang ditujukan sebagai 
sarana investasi, maka dalam praktik perbankan Syariah hanya 
digunakan akad mud{a>rabah.  Melalui akad mud{a>rabah ini pada 
awal perjanjian sedah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik 
bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank Syariah sendiri. 
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3) Tabungan. Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini 
nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad wa>d{iʽah  atau 
mud{a>rabah. Keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya 
dengan giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme 
pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.
12
 
b. Produk Penyaluran Dana  
Sebagai lembaga intermediasi, maka bank Syariah di samping 
melakukan kegiatan penghimpun dana secara langsung kepada 
masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana 
tersebut dalam bentuk pembiayaan (financing). Instrument bunga 
yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional 
Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan Prinsip Syariah. 
Penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk 
pembiayaan bank adalah sebagai berikut: 
1) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Jenis pembiayaan 
berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, 
yaitu pembiayaan mura>bah{ah, pembiayaan salam, dan pembiayaan 
is{tisna’. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli 
adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, 
maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan 
harga sebesar harga pokok (historical cist) ditambah besarnya 
keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin/mark up) 
                                                          
12
 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
2006), hlm. 155-156. 
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dan tentu saja harus ada kesempatan mengenai harga tersebut oleh 
kedua belah pihak. Mura>bah{ah merupakan jual beli di mana 
barangnya sudah ada, sedangkan salam dan is{tisna’ adalah jual 
beli dengan pemesanan terlebih dahulu.  
2) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan 
akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan 
nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan 
suatu usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua 
macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu 
pembiayaan mud{a>rabah dan pembiayaan musya>rakah. 
Pembiayaan mud{a>rabah pada prinspnya adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh bank (s{ah{ibul ma>l) kepada nasabah (mud{a>rib) 
sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha 
tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung 
dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan 
(revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah 
yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan 
musya>rakah adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari 
pemilik dana/modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan 
dana/modal mereka (nasabah/mud{a>rib) pada suatu usaha tertentu, 
dengan pembagian keuntungan berdasarkan kerugian ditanggung 
semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal 
masing-masing. 
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3) Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Jenis pembiayaan 
ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat 
atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi 
kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank Syariah 
menyewakan barang yang menjadi obyek sewa dan untuk itu 
pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (ujrah) yang besarnya 
sesuai dengan kesepakatan. Varian dari akad sewa-menyewa ini 
selain berupa pembiayaan ijara>h, maka dimungkinkan pihak 
nasabah untuk memiliki barang yang disewa diakhir masa sewa 
dengan penggunaan hak opsi melalui mekanisme hibah maupun 
mekanisme beli. Yang terakhir ini disebut Pembiayaan Ijara>h 
Muntahiya Bi at-Tamlik (IMBT). 
4) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam. Pembiayaan 
berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam 
keadaan darurat (emergency situation), karena pada prinsipnya 
melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini bank 
tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, 
kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar 
dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. 
Pembiayaan berdasarkan pinjam-meminjam dibedakan menjadi 
dua yaitu pembiayaan qard{ dan pembiayaan qard{ al-h{asan.13  
 
                                                          
13
 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia..., hlm. 156-159. 
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c. Produk Jasa  
Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus 
berkembang. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada 
fee sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank 
atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Akad-akad tradisional Islam 
yang dapat di implementasikan dalam produk jasa bank Syariah 
adalah akad wakalah, akad  hiwa>lah, akad rahn, akad s{arf, dan 
sebagainya. Misalnya penggunaan akad wakalah dalam produk jasa 
perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan Letter of Credit 
(L/C), kemudian akad  hiwa>lah dipakai oleh bank dalam melakukan 
jasa berupa factoring, dan  akad kafalah dipakai oleh bank dalam 
bentuk fasilitas bank garansi.
14
 
3. Tujuan Bank Syariah 
Adapun tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai 
tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah 
tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (ka>ffah) dan 
konsisten (istiqamah).15 
 
 
 
                                                          
14
 Ibid., hlm. 160. 
15
 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia..., hlm. 26. 
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C. Mas{lah{ah Mursalah 
1. Pengertian Mas{lah{ah Mursalah 
Sebelum membicarakan mas{lah{ah mursalah dan penggunaannya 
sebagai dalil hukum, maka pada bagian ini akan dibicarakan terlebih 
dahulu makna dan hakikat mas{lah{ah itu sendiri. 
Kata ‚mas{lah{ah‛ berakar pada s{-l-h{; ia merupakan bentuk mas{dar 
dari kata kerja s{alah{a dan s{aluh{a, yang secara etimologis berarti: manfaat, 
faedah, bagu, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu s{araf 
(morfologi), kata “mas{lah{ah” satu wazn (pola) dan makna dengan kata 
manfaʽah. Kedua kata ini (mas{lah{ah dan manfaʽah) telah di Indonesiakan 
menjadi “maslahat” dan “manfaat”.16 
Dalam bahasa Arab, kata mas{lah{ah, selain merupakan bentuk 
mas{dar juga merupakan ‘ism, yang bentuk jamak (plural)-nya adalah 
mas{alih{. Dalam Kamus Lisa>n al-ʽArab disebutkan bahwa al-mas{lah{ah, al-
s{alah{a; wa al-mas{lah{ah wa<h{idat al-mas{a>lih{ (al-mas{lah{ah, al-s{alah{a; dan 
mas{lah{ah berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata 
mas{a>lih{). Makna al-s{alah{ (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata al-
fasa>d (kerusakan). Jadi, kata mas{lah{ah adalah bentuk tunggal dari kata 
mas{a>lih; dan makna al-istis{la>h{ ialah mencari maslahat, memandang 
maslahat/baik, mendapatkan maslahat/kebaikan; ia merupakan kebalikan 
dari kata al-istifsa>d yang berarti memandang buruk/rusak, mendapatkan 
keburukan/kerusakan. Dalam Kamus al-Mis{ba>h{ al-Muni>r dinyatakan 
                                                          
16
 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh..., hlm. 127. 
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bahwa s{alah{ dan mas{lah{ah yang berarti khair wa sah{ab (baik dan benar); 
dan bentuk jamaknya ialah mas{a>lih.17 
Secara terminologi, al-mas{lah{ah adalah kemanfaatan yang 
dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa 
pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, 
pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal 
budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.
18
 
Dalam mengartikan mas{lah{ah secara definitif, terdapat perbedaan 
rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya 
adalah sama.
19
 
a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, mas{lah{ah itu berarti 
sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan 
madarat (kerusakan), namun hakikat dari mas{lah{ah: 
 ِعْر َّشلا ِدْوُصْقَم ىَلَع ُةَظَفاَحُمْلا 
Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)20 
Jadi, yang dimaksud dengan maslahat di sini oleh Al-Ghazali bukan 
dalam pengertian kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat 
atau menurut ʽurf (kebiasaan), yakni berarti manfaat atau sesuatu yang 
                                                          
17
 Ibid., hlm. 128. 
18
 Ibid., hlm.128. 
19
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 
hlm. 324. 
20
 Al-Ghazali, yang dikutip dalam Amir Syarifuddin, Ibid., hlm. 324. 
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bermanfaat.
21
 Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu 
ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan 
definisi al-Ghazali di atas yaitu: 
 ِعْر َّشلا ِدْوُصْقَم ىَلَع ُةَظَفاَحُمْلا  ِقْلَخْلا ِنَع ِدِساَفَمْلا ِعْفَدِب 
Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara 
menghindarkan kerusakan dari manusia. 
 
Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi 
arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti 
menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik 
kerusakan.
22
 
c. Al-Syatibi mengartikan mas{lah{ah itu dari dua pandangan, yaitu dari 
segi terjadinya mas{lah{ah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya 
tuntutan syara’ kepada mas{lah{ah. 
1) Dari segi terjadinya mas{lah{ah dalam kenyataan, berarti: 
 ِماَيِق ىَلِا ُعِجْر َي اَم  َح َي ِةا  ِْلا ْن َس ِنا  َو َت َم ِما  َع ْي َش ِت ِو  َو َن ْي ِل ِو  َم َت ا ْق َت ِض ْي ِو  َا ْو َص ُفا ُو 
 َّشلا ْه َو ِتا َّي ُة  َو ْلا َع ْق ِل َّي ُة  َع َل ِْلا ى ْط َل ِق 
Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 
sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat 
syahwati dan aklinya secara mutlak. 
 
                                                          
21
 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam; Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam 
(Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 114. 
22
 Al-Khawarizmi, yang dikutip dalam Amir Syarifuddin, Ibid., hlm. 324. 
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2) Dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada mas{lah{ah, yaitu 
kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum 
syara’. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk 
berbuat.
23
 
Dari beberapa definsi tentang mas{lah{ah dengan rumusan yang 
berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mas{lah{ah itu adalah sesuatu 
yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan 
menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan 
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.24 
Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara 
mas{lah{ah dalam pengertian bahasa (umum) dengan mas{lah{ah dalam 
pengertian hukum atau syara’. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan 
syara’ yang dijadikan rujukan. Mas{lah{ah dalam pengertian bahasa 
merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya 
mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. 
Sedangkan pada mas{lah{ah dalam artian syara’ yang menjadi titik bahasan 
dalam us{u>l fiqih, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah 
tujuan syara’ yaitu memelihara tujuan pemenuhan kebutuhan manusia 
yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.
25
 
                                                          
23
 Al-Syatibi, yang dikutip dalam Amir Syarifuddin, Ibid., hlm 325. 
24
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2..., hlm. 325. 
25
 Ibid., hlm. 326. 
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Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab al- Maqa<s}id menjelaskan 
keistimewaan mas{lah{ah syar’i> itu dibanding dengan mas{lah{ah dalam 
artian umum, sebagai berikut
26
: 
1) Yang menjadi sandaran dari mas{lah{ah itu selalu petunjuk syara’, 
bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu 
tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu 
dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa 
nafsu. 
2) Pengertian mas{lah{ah  atau buruk dan baik dalam pandangan syara’ 
tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat; 
tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk 
sepanjang masa. 
3) Mas{lah{ah dalam artian syara’ tidak terbatas pada rasa enak dan tidak 
enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak 
dalam artian mental-spiritual atau secara ruhaniyah. 
Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat 
pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat yang kedua lebih 
utama dari tingkat ketiga. Tingkatan-tingkatan itu ialah: 
a. Mas{lah{ah D{aru>ri>yah 
Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan 
manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap 
mas{lah{ah d{aru>ri>yah dapat berakibat terganggunya kehidupan dunia, 
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 Yusuf hamid, yang dikutip dalam Amir Syarifuddin, Ibid., hlm. 326. 
42 
 
 
 
hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat.
27
 Zakariya al-
Biri menyebutkan bahwa maslahat daruriyat ini merupakan dasar 
asasi untuk terjaminnya  kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, 
maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.
28
 
Pada tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama 
lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat yang kedua lebih utama 
dari tingkat ketiga dan seterusnya.
29
 Kelima tingkatan tersebut 
merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia 
dapat hidup aman dan sejahtera. Tingkat-tingkat itu ialah
30
: 
1) Memelihara agama 
Memelihara keselamatan agama/kepercayaan (al-muh{a>faz{ah 
ʽala ad-di>n), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan 
keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa 
nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada 
kerusakan secara penuh. 
2) Memelihara jiwa 
Memelihara keselamatan jiwa (al-muh{a>faz{ah ʽala an-nafs) 
ialah memelihara keselamatan atas hak hidup yang terhormat 
dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari 
memelihara ini, ialah: memelihara keselamatan nyawa, anggota 
badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.  
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 Suwarjin, Ushul Fiqh..., hlm. 142. 
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 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh..., hlm.220. 
29 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh..., hlm. 79. 
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 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh..., hlm. 425. 
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3) Memelihara akal 
Memelihara keselamatan akal (al-muh{a>faz{ah ʽala al-ʽaql) 
ialah memelihara akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan 
orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, 
sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. 
Upaya pencegahan yang bersifat preventif  yang dilakukan 
syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan 
kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang 
membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala 
sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah 
dimaksudkan untuk memelihara keselamatan akal. 
4) Memelihara keturunan 
Memelihara keselamatan keluarga dan keturunan (al-
muh{a>faz{ah ʽala an-nas{) ialah memelihara kelestarian populasi 
umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan 
kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan 
melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan 
pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki 
kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai. 
5) Memelihara harta 
Memelihara keselamatan harta benda (al-muh{a>faz{ah ʽala al-
ma>l) yaitu dengan meningkatkan  kekayaan secara proporsional 
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melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan 
perekonomian dengan cara yang curang. 
b. Mas{lah{ah  Ha>ji>yah 
Yang dimaksud mas{lah{ah ha>ji>yah ialah persoalan-persoalan 
yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan 
kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain mas{lah{ah ha>ji>yah adalah 
segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan 
kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap 
mas{lah{ah ha>ji>yah tidak menimbulkan ancaman bagi 
keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan 
dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan mas{lah{ah ha>ji>yah 
Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-
menyewa, dan memberikan keringanan (rukhs{ah).31 Diantara 
ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan 
memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang 
dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir 
dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam 
perjalanan.
32
 
c. Mas{lah{ah Tah{si>ni>yah 
Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini adalah sifatnya untuk 
memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan 
saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam 
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 Suwarjin, Ushul Fiqh..., hlm. 143. 
32 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh..., hlm. 221. 
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kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta 
rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain, 
kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. Sungguh 
pun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. 
Misalnya, mengenakan pakaian yang bagus ketika shalat, memakai 
wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, 
pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan, dll. 
Kesemua maslahat yang dikategorikan kepada mas{lah{ah tah{si>ni>yah 
ini sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya 
tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai 
menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia 
dipandang penting dan dibutuhkan.
33
 
Jika maslahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama 
ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya 
dalam tiga macam
34
: 
a. Al- Mas{lah{ah al- Mu’tabarah 
Yaitu mas{lah{ah yang secara tegas diakui syariat dan telah 
ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
35
 
Dengan kata lain, mas{lah{ah jenis ini adalah kemaslahatan yang 
terdapat nas secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. 
Jika syar’i> menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa 
dan menyebutkan nilai maslahat yang dikandungnya, maka hal 
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 Abdul Karim Zaidan, yang dikutip dalam Romli, Ibid., hlm. 224. 
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tersebut disebut dengan mas{lah{ah mu’tabarah. Yang termasuk ke 
dalam maslahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan 
disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, 
akal, dan harta.
36
 Oleh karena itu, Allah SWT telah memerintahkan 
berijtihad untuk memelihara agama dari dorongan musuhnya, 
diwajibkan hukuman qis{a>s{ untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman 
hukuman atas peminuman khamar untuk memelihara akal, ancaman 
hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta 
ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
37
  
b. Al-Mas{lah{ah al-Mulgah 
Yaitu sesuatu yang dianggap mas{lah{ah oleh akal pikiran, tetapi 
dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan 
syariat.  Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil 
yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil 
yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama 
us{u>l ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang 
perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang 
perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan – memang 
terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan 
dalil nas yang jelas dan rinci.38 Yakni di dalam QS. An-Nisa‟ ayat 
11: 
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 ِنْي َي َث ُْنْلْا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِل ْمُِكدَلْوَأ ْيِف ِللها ُمُكْيِص ْو ُي 
Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta 
pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki 
sama dengan bagian dua anak perempuan (QS. An-Nisa‟: 11).39 
 
c. Al-Mas{lah{ah Al-Mursalah 
Yang dimaksud dengan mas{lah{ah mursalah ini ialah mas{lah{ah yang 
secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengkuinya 
maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas mas{lah{ah mursalah ini 
termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh nas. Abdul Karim 
Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan mas{lah{ah mursalah 
ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolaknya 
maupun pengakuannya.
40
 
Dengan demikian, mas{lah{ah mursalah ini merupakan maslahat 
yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan 
dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta 
terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis 
maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang 
seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi 
oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin 
Abdurrahman, bahwa mas{lah{ah mursalah ini dapat dibedakan 
kepada dua macam yaitu
41
: 
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1) Maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai 
dengan apa yang dibawa oleh syariat.  Dengan kata lain, 
kategori maslahat jenis ini berkaitan dengan Maqa<s}id asy –
Syari<’ah, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat 
daruri (pokok). 
2) Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan 
kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisirnya 
dalam kehidupan. 
Dapat disimpulkan bahwa mas{lah{ah mursalah adalah suatu 
kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada 
pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan 
syariat dan tidak ada ʽillat yang keluar dari syara’ yang menentukan 
kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang 
sesuai dengan hukum syara’. Yakni suatu ketentuan yang berdasarkan 
pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka 
kejadian tersebut dinamakan mas{lah{ah mursalah. Tujuan utama mas{lah{ah 
mursalah adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan 
menjaga kemanfaatan.
42
 
 
2. Dasar Hukum Mas{lah{ah Mursalah 
Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil 
syara’ menyatakan bahwa dasar hukum mas{lah{ah mursalah ialah43: 
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a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, 
demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan 
menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi 
pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada masa-
masa sesudahnya, bahkan ada yang tidak lama setelah Rasulullah 
Saw., meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat 
memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah 
kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan 
mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak 
sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah 
ada, maka dapat direalisasi kemaslahatan manusia pada setiap masa, 
keadaan, dan tempat. 
b. Sebenarnya para sahabat, tabi‟in, tabi‟it tabi‟in dan para ulama yang 
datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat 
segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum 
muslimin pada masa itu. Khalifah Umar telah menetapkan talak yng 
dijatuhkan  tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa 
Rasulullah Saw., hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah 
memerintahkan penulisan Al-Qur‟an dalam satu mushaf dan 
Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi>ʽah 
Rad{id{ah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang 
datang sesudahnya. 
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3. Objek Mas{lah{ah Mursalah 
Yang menjadi objek mas{lah{ah mursalah ialah kejadian atau 
peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nash 
(Al-Qur‟an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini 
disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqih, 
demikian pernyataan Imam Al Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya 
Mas{a>lih{ul Mursalah, menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan 
semacamnya, sedangkan dalam soal-soal ibadah adalah Allah untuk 
menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui 
dengan lengkap hikmah ibadat itu. Oleh sebab itu, hendaklah kaum 
muslimin beribadah sesuai dengan ketentuannya yang terdapat dalam 
AlQur‟an dan Hadis.44 
Menurut imam Al-Haramain, Imam Asy-Syafi‟i dan sebagian besar 
pengikut mazhab Hanafi, menetapkan hukum dengan mas{lah{ah mursalah 
harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan maslahat yang 
diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.
45
 
 
4. Syarat Mas{lah{ah Mursalah 
Tentang persyaratan untuk menggunakan mas{lah{ah mursalah ini, 
dikalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah 
maupun jumlahnya. Zaky al-Din Sya‟ban misalnya, menyebutkan tiga 
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syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan mas{lah{ah mursalah 
dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut
46
: 
a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak 
terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain, jika terdapat dalil 
yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan 
anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta 
warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash 
secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan mas{lah{ah 
mursalah. Hakekat mas{lah{ah mursalah itu sama sekali tidak ada dalil 
dalam nas, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat 
kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya 
sejalan dengan tujuan syara’. Abdul Karim Zaidan dan Muhammad 
Abu Zahrah menyebutkan dengan maslahat yang sesuai dengan 
tujuan syara’. Sementara itu, Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan 
bahwa hendaknya maslahat itu menyangkut hal-hal yang bersifat 
d{aru>ri>. Maksudnya disyaratkan bahwa maslahat itu untuk 
memelihara persoalan yang d{aru>ri>, seperti berkaitan dengan 
terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. 
b. Mas{lah{ah mursalah itu hendaklah maslahat yang dapat dipastikan 
bukan hal yang samar-samar atau perkataan dan rekayasa saja. 
Menurut Zaky al-Din Sya‟ban, diisyaratkan bahwa mas{lah{ah 
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mursalah itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang 
demikian tidak dapat diamalkan.
47
 
c. Mas{lah{ah mursalah hendaknya maslahat yang bersifat umum. Yang 
dimaksud dengan maslahat yang bersifat umum ini adalah 
kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang 
banyak. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan dengan maslahat 
kulli>yah bukan juzi>yah. Maksudnya maslahat yang mendatangkan 
manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja. 
Sementara itu, al-Buthi berpendapat, mas{lah{ah dapat dijadikan 
sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria, yaitu: a) termasuk ke 
dalam cakupan maqa<s}id asy–syari<’ah yang lima, b) tidak bertentangan 
dengan al-Qur‟an, c) tidak bertentangan dengan as-sunnah, d) tidak 
bertentangan dengan qiyas, e) tidak bertentangan dengan kemaslahatan 
lain yang lebih tinggi/lebih kuat/lebih penting.
48
 
Disamping tiga syarat yang telah disebutkan ini, terdapat syarat 
lain, bahwa mas{lah{ah mursalah itu hendaklah kemaslahatan yang logis 
dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial maslahat itu 
sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali, 
sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa 
mas{lah{ah mursalah hendaklah maslahat yang disepakati oleh orang-orang 
Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan 
mereka. Tentu saja, pandangan Al-Ghazali ini mengacu kepada maslahat 
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yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai 
sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah 
terjadinya kemudaratan. Pada akhirnya, dari persyaratan mas{lah{ah 
mursalah yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan 
dikalangan pakar us{u>l fiqih, ternyata yang terpenting adalah mas{lah{ah 
mursalah itu harus sejalan dengan tujuan syara’, dihajatkan oleh manusia 
serta dapat melindungi kepentingan manusia.
49
 
Selain itu, Suwarjin dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh” 
mengemukakan syarat-syarat mas{lah{ah mursalah dapat dijadikan sebagai 
dalil adalah sebagai berikut: 
a. Mas{lah{ah tersebut harus mas{lah{ah yang hakiki, bukan sekedar 
mas{lah{ah yang diduga atau diasumsikan. 
b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan 
kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. 
c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqa<s}id asy–syari<’ah dan tidak 
bertentangan dengan dalil-dalil syara’. 
d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. 
e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus merealisasikan 
kemaslahatan d{aru>ri>yah, bukan kemaslahatan haji>yah atau 
tah{si>ni>yah.50 
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Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal 
yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (mas{lah{ah 
mursalah) menyimpang dari esensinya, serta mencegah dari 
menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang 
dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan mas{lah{ah mursalah.51 
 
5. Kedudukan Mas{lah{ah Mursalah dan Kehujjahannya 
Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan mazhab Ushul 
memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan mas{lah{ah 
mursalah dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima 
maupun yang menolak. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan 
pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dengan  yang 
menolak serta argumentasi mereka masing-masing.
52
 
a. Kelompok pertama mengatakan bahwa mas{lah{ah mursalah 
merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah 
syar’i>yah. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ahmad 
Ibn Hanbal. Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad 
menjadikan mas{lah{ah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah 
dalam menetapkan hukum. Imam Muhammad Abu Zahrah,
53
 bahkan 
menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan 
mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan mas{lah{ah mursalah 
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sebagai dalil hukum dan hujjah syar’i>yah. Imam Malik mempunyai 
kecenderungan yang kuat dalam penggunaan mas{lah{ah mursalah. 
Metodologi ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam 
Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari pemikiran tokoh 
fikih sahabat, seperti Umar bin Khaththab. Metode ini kemudian 
mendapat legitimasi dari semua mazhab sesudahnya meskipun 
dengan sebutan yang berbeda.
54
 Adapun yang menjadi alasan atau 
argumentasi kelompok pertama ini bahwa mas{lah{ah mursalah 
merupakan dalil dan hujjah syar’i>yah adalah sebagai berikut55: 
b. Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan oleh Abu Zahrah, bahwa 
para sahabat telah menghimpun Al-Qur‟an dalam satu mushaf, dan 
ini dilakukan karena khawatir Al-Qur‟an bisa hilang. Hal ini tidak 
ada pada masa Nabi dan tidak ada pula larangannya. Pengumpulan 
Al-Qur‟an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemslahatan. 
Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan mas{lah{ah 
mursalah – yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang 
melarang atau menyuruhnya. 
c. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan mas{lah{ah mursalah 
sesuai dengan tujuan syara’ maka harus diamalkan sesuai dengan 
tujuannya itu. Jika mengenyampingkan berarti telah 
mengenyampingkan tujuan syariat dan hal yang demikian adalah 
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batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada 
maslahat merupakan kewajiban sebab ia merupakan salah satu 
pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok 
pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya. Atas dasar ini, jelas 
bahwa bagi kelompok pertama ini mas{lah{ah mursalah merupakan 
bagian dari tujuan syariat – meskipun tidak disebutkan secara 
eksplisit di dalam nash. 
d. Sesungguhnya tujuan persyariatan hukum adalah untuk merealisir 
kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan 
manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu 
terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan begitu 
pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi 
dan lingkungan. Jika diresponi dengan ketetapan yang sesuai – 
kecuali hanya terpaku kepada adanya dalil yang mengakuinya – 
niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia serta 
akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak 
memperhatikan perkembangan maslahat adalah tidak sejalan dengan 
apa yang menjadi tujuan syariat yaitu merealisir kemaslahatan dan 
menolak kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan jika 
kemaslahatan yang terdapat di setiap tempat itu diabaikan – 
sementara ia tetap sejalan dengan kehendak syariat – niscaya 
manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah SWT tidak 
menginginkan kesulitan bagi manusia. 
57 
 
 
 
e. Kelompok yang menolak mas{lah{ah mursalah sebagai hujjah 
syar’i>yah. Kelompok ini berpendapat bahwa mas{lah{ah mursalah 
tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Yang 
termasuk dalam kelompok yang mengingkari mas{lah{ah mursalah ini, 
sebagai dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, ialah mazhab Hanafi, 
mazhab Syafi‟i dan mazhab Zahiriyah. Bahkan dikabarkan bahwa 
mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas 
kehujjahan mas{lah{ah mursalah. Adapun yang menjadi dasar 
penolakan kelompok kedua ini, sebagaimana dijelaskan oleh Zaky 
al-Din Sya‟ban, adalah sebagai berikut56: 
1) Menurut kelompok kedua ini, bahwa Allah (Syar’i>) menolak 
sebagian maslahat dan mengakui sebagian yang lainnya, 
sementara mas{lah{ah mursalah adalah hal yang meragukan. 
Sebab boleh jadi mas{lah{ah mursalah ditolak atau diakui oleh 
syar’i> keberadaannya. Oleh karena itu, mas{lah{ah mursalah tidak 
mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam 
pembinaan hukum. 
2) Sesungguhnya menggunakan mas{lah{ah mursalah dalam 
penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa 
nafsu dan hal seperti ini tidak diperbolehkan. 
3) Kemudian kelompok kedua ini mengemukakan bahwa 
menggunakan mas{lah{ah mursalah berarti akan menimbulkan 
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perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. 
Sesungguhnya kemaslahatan itu – sebagaimana kita saksikan – 
akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan 
situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman 
syariat dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat. 
Dari perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima 
mas{lah{ah mursalah sebagai hujjah syar‟iyah dengan kelompok yang 
menolaknya, serta alasan mereka masing-masing, ternyata akar 
perbedaannya terletak pada sisi pandangan mereka masing-masing 
tentang mas{lah{ah mursalah itu sendiri. Menurut kelompok pertama, 
mas{lah{ah mursalah berpijak pada pencaharian keserasian dan sejalan 
dengan tujuan syariat. Bagi kelompok pertama, kemaslahatan – 
disamping apa yang disebutkan oleh nash, juga mencakup seluruh 
kemaslahatan yang dikehendaki oleh syari‟ untuk dipelihara dengan 
memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkannya tetapi ia sejalan 
dengan tujuan syariat. Kemaslahatan seperti inilah yang disebut 
mas{lah{ah mursalah.57 
Sebaliknya, kelompok kedua, menjelaskan semua kemaslahatan 
sudah dijelaskan oleh nash baik yang diterima maupun yang ditolak. Jika 
berusaha mencari kemaslahatan selain ketentuan nash, maka hal yang 
demikian keluar dari nash. Mazhab Zahiri misalnya menyebutkan bahwa 
maslahat yang mereka terima adalah maslahat yang disebutkan dengan 
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nash secara jelas dan mereka menolak jika tidak ditunjukkan oleh nash. 
Mazhab Zahiri menolak mas{lah{ah mursalah, sebab tidak dijelaskan oleh 
nash bahkan menurut mereka menggunakan mas{lah{ah mursalah bisa 
menimbulkan kerusakan, karena berdasarkan akal semata. Pandangan ini 
sejalan pula dengan pengikut Syafi‟i, Hanafi yang melarang berhujjah 
dengan mas{lah{ah mursalah. Akan tetapi, pendapat ini mengatakan bahwa 
Imam Syafi‟i dan sebagian pengikut Imam Abu Hanifah serta Ibn 
Taimiyah – kesemua mereka berpegangan dan berhujjah dengan 
mas{lah{ah mursalah serta menyatakan sebagai dalil hukum sepanjang ia 
termasuk hal yang dituntut oleh syari>’ untuk dipelihara.58 
Setelah mencermati perbedaan para ulama ushul fiqh tentang 
kedudukan mas{lah{ah mursalah dalam hukum Islam, maka sebetulnya 
antara kelompok yang menggunakan mas{lah{ah mursalah dengan 
kelompok yang menolak, dapat disimpulkan bahwa kesemua kelompok 
mereka pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok kedua tidak 
menolak sepenuhnya mas{lah{ah mursalah. Artinya kelompok kedua 
menekankan bahwa jika mas{lah{ah mursalah yang menjadi pegangan 
kelompok pertama tersebut memang dapat dikategorikan sebagai 
kemaslahatan yang dikehendaki oleh syari>’ untuk dipelihara, bukan 
berdasarkan hawa nafsu dan akal semata maka ia dapat diterima. 
Nampaknya, kelompok yang kedua lebih menekankan kehati-hatian 
dalam menggunakan mas{lah{ah mursalah. Sebetulnya kelompok yang 
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menerima mas{lah{ah mursalah dan menjadikannya sebagai dalil, tidak 
berarti tanpa memperhatikan persyaratan. Bagi kelompok pertama, 
mas{lah{ah mursalah yang mereka pegangi ialah mas{lah{ah mursalah yang 
sejalan dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, mas{lah{ah mursalah itu 
merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. 
Meskipun ia tidak disebutkan dalam nas secara tekstual – karena 
substansial ia dihajatkan oleh manusia. Lebih-lebih yang bersentuhan 
langsung dengan kebutuhan pokok mereka. 
Menurut Zakariya al-Biri, “berpegang dan berhujjah dengan 
mas{lah{ah mursalah serta menggunakannya sebagai dasar dalam 
menetapkan hukum adalah merupakan hal yang lebih tepat. Sebab hal 
yang demikian sejalan dengan tujuan umum syariah dan keberadaannya 
menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia 
pada setiap zaman dan tempat, serta hal ini pula telah dilakukan oleh para 
sahabat nabi yang telah mereka wariskan dalam upaya pembina hukum 
dan fatwa.” Pernyataan ini dipertegas oleh  Zakariya al-Biri, yakni 
berpegang kepada mas{lah{ah mursalah tidak berarti menghilangkan 
kesempurnaan syariat, tetapi justru merealisir kesempurnaan tersebut dan 
menerapkannya bagi kepentingan manusia seluruhnya, meskipun mereka 
berada pada lingkungan dan zaman yang berbeda.
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Memperhatikan pandangan Zakariya al-Biri di atas, dapat dipahami 
bahwa memang banyak persoalan baru yang bisa dikategorikan kepada 
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mas{lah{ah mursalah. Artinya, persoalan-persoalan baru tersebut memang 
mengandung maslahat dan dihajatkan oleh manusia dalam membangun 
kehidupan mereka, tetapi tidak ditemukan satu dalil pun dalam nash baik 
yang mengakuinya maupun di berbagai tempat dengan berbagai 
perbedaan latar belakang sosial budaya dan untuk mengatasinya tidak 
lain adalah dengan menggunakan mas{lah{ah mursalah, sebagaimana telah 
dipraktikkan oleh para ulama sepanjang sejarah pemikiran huku. 
Sungguh cukup banyak kasus yang diselesaikan dengan mempergunakan 
pendekatan mas{lah{ah mursalah. 
 
6. Batas-Batas Penentuan Skala Prioritas Mas{lah{ah 
Ketika ada dua hukum yang harus dilakukan secara bersamaan 
yang sulit untuk mempertemukannya, maka seorang mu’allaf harus 
memilih salah satunya dalam skala prioritas. Pemilihan dan penentuan 
skala prioritas dalam hal ini tentunya tidak dilakukan secara acak, akan 
tetapi dengan berbagai batasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Batasan-batasan inilah yang nantinya dipakai untuk menentukan 
sebuah amalan yang harus lebih diprioritaskan dari pada yang lainnya. 
Diantara batasan-batasan tersebut adalah
60
: 
a. Mengutamakan yang membawa mas{lah{ah yang lebih besar 
Apabila terdapat dua amali>yah yang sama-sama membawa 
kemaslahatan, maka yang lebih diprioritaskan adalah yang 
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membawa kemaslahatan yang lebih besar dan lebih banyak, 
walaupun harus mengorbankan amali>yah yang membawa 
kemaslahatan lebih sedikit atau kecil. Dalam hal ini, klasifikasi para 
ulama menentukan tingkat kemaslahatan menjadi sangat penting. 
Diantara yang paling masyhur adalah klasifikasi tiga tingkatan, yakni 
d{aru>ri>yah, haji>yah, tah{si>ni>yah. Apabila klasifikasi ini belum juga 
menentukan tingkat kemaslahatan yang ingin dicapai, maka harus 
dicari faktor lain yang bisa menentukannya seperti keumuman dan 
kekhususannya, berkaitan dengan individu dan masyarakat banyak, 
dsb. 
b. Menghindari yang membawa mafsadah yang lebih besar 
Apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka 
mafsadah yang lebih kecil boleh dilakukan dengan meninggalkan 
mafsadah yang lebih besar. Salah satu dalil yang dipakai dalam hal 
ini adalah kisah Musa AS dengan Khidhir. Khidhir melakuakan 
tindakan-tindakan yang jelas membawa kerusakan, akan tetapi 
tindakan ini ternyata dilakukan untuk menghindari adanya kerugian 
yang lebih besar lagi. 
c. Yang lebih dominan lebih diprioritaskan apabila berbenturan anatara 
mas{lah{ah dan mafsadah 
Apabila manfaat atau maslahat yang lebih dominan, maka 
melakukannya adalah lebih utama, sebaliknya bila nilai mad{ara>t atau 
mafsadatnya lebih dominan, maka meninggalkannya lebih utama. 
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Salah satu contoh yang nyata yang diberikan al-Qur‟an tentang hal 
ini adalah tentang pengharaman khamr pada surat al-Baqarah ayat 
219; 
 ِرِسْيَمْلاَو ِرْمَخْلا ِنَع َكَنُوَلأْسَي  ۖ  ُر َبْكَأ اَمُهُمْثِإَو ِساَّنِلل ُعِفاَنَمَو ٌريِبَك ٌمْثِإ اَمِهيِف ْلُق 
  اَمِهِعْف َن ْنِم  ۖ  َوْفَعْلا ِلُق َنوُقِفْن ُي اَذاَم َكَنوَُلأْسَيَو  ۖ  ِتَايْلْا ُمُكَل ُوَّللا ُنِّي َب ُي َكِل ََٰذَك 
  َنوُر َّكَف َت َت ْمُكَّلَعَل 
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 
“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat 
bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. 
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. 
Al-Baqarah: 219)
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d. Menghilangkan mafsadah lebih utama dibandingkan mendatangkan 
mas{lah{ah apabila sisi mas{lah{ah dan mafsadah-nya berimbang 
Apabila antara mendatangkan manfaat dan meninggalkan 
mafsadat memiliki kekuatan yang sama dan tidak mungkin dicari 
jalan tengahnya, maka menghilangkan mafsadat lebih diutamakan 
dibanding mendatangkan manfaat. 
e. Kemaslahatan yang menuju pada masyarakat umum lebih 
diutamakan dari pada kemaslahatan yang kembali pada individu 
Apabila benturan terjadi antara menjaga kemaslahatan umum 
dan individu dan tidak dapat dicari jalan tengahnya, maka 
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kemaslahatan umum lebih diutamakan walaupun mengorbankan 
kemaslahatan individu. Salah satu contoh yang saat ini mungkin 
terjadi adalah perusakan jasad mayat untuk kepentingan penelitian 
ilmiah atau otopsi. Akan tetapi, hal ini tetap harus sesuai dengan 
kadar kepentingannya, jangan sampai menjadikannya semata-mata 
untuk obyek permainan dan merusak kehormatan mayat tanpa alasan 
yang dibenarkan. 
f. Lebih memprioritaskan tujuan dari pada sarana 
Prioritas tujuan atas sarana terjadi karena tujuan dalam 
sebuah amal harus tercapai walaupun tidak keseluruhannya, 
sedangkan sarana boleh tidak terwujud bila kondisi memang tidak 
memungkinkannya. Contoh klasik dalam hal ini adalah tentang 
shalat. Shalat adalah sebuah tujuan yang harus terwujud walaupun 
sarananya tidak bisa memadai seperti wudhu yang bisa diganti 
dengan tayammum, berdiri yang bisa diganti dengan duduk, tidur, 
bahkan dengan isyarat. 
g. Mengutamakan fard{u dan us{u>l dibandingkan sunnah dan furu>’ 
Para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa semakin kuat 
suatu perintah, maka semakin besar maslahat yang terkandung 
didalamnya. Sebaliknya, semakin lemah perintah itu, maka semakin 
kecil maslahat yang terkandung. Oleh karena itu, mengerjakan hal 
yang bersifat fard{u dan us{u>l lebih diutamakan dibandingkan 
melaksanakan sunnah dan furu>’ apabila keduanya tidak mungkin 
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dilakukan dalam waktu bersamaan karena kandungan maslahatnya 
pasti lebih besar.
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7. Penerapan Mas{lah{ah Mursalah dalam Kehidupan 
Beberapa penerapan mas{lah{ah mursalah dalam kehidupan akan 
diuraikan sebagai berikut. Penetapan “khamar” di dalam Al-Qur‟an 
dinyatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa manfaat, namun 
dosanya lebih besar. Meskipun dinyatakan memiliki manfaat untuk 
manusia, namun mengkonsumsi minuman keras diharamkan dalam 
agama. Larangan mengkonsumsi khamar yang dinyatakan dalam al-
Qur‟an memiliki manfaat menunjukkan bahwa tidak setiap yang 
membawa manfaat dianggap sebagai mas{lah{ah dalam pandangan agama 
dan tidak setiap yang membawa mafsadat dalam kehidupan manusia 
dianggap sebagai mafsadat dalam pandangan agama.
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Penerapan mas{lah{ah dalam ekonomi islam (mu>ʽ amalah) memiliki 
ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Bidang Ekonomi Islam 
(mu>ʽ amalah) cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam 
membangun dan mengembangkan ekonomi islam. Oleh karena itu 
prinsip mas{lah{ah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan 
penting. Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan 
dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada 
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mas{lah{ah, karena itu untuk mengembangkan ekonomi Islam; para 
ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada mas{lah{ah. Salah satu 
contoh penetapan hukum Islam dengan menggunakan mas{lah{ah mursalah 
adalah ketika Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh 
pemerintah, padahal nabi Muhammad SAW tidak mencampuri persoalan 
harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan 
harga. Tetapi ketika kondisi berubah dimana distorsi harga terjadi di 
pasar, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur 
tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taimiyah 
kelihatannya melanggar nash hadis Nabi Saw yang berbunyi; 
 :َلَاق ٍكِلاَم ِنْب ِسَنَأ ْنَعَو« ِةَنيِدَمْلا يِف ُرْع ِّسلا َلَغ  ِوَّللا ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع-  ىَّلَص
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا- ُلوُسَر َلاَق َف ،اََنل ْرِّعَسَف ،ُرْع ِّسلا َلَغ ِوَّللا َلوُسَر َاي :ُساَّنلا َلاَق َف ،
 ِوَّللا-  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص- ِساَبْلا ،ُضِباَقْلا ،ُرِّعَسُمْلا َوُى َوَّللا َّنإ : ،ُقِزاَّرلا ،ُط
 ٍلاَم َلَو ٍمَد يِف ٍةَمِلْظَمِب يِنُُبلْطَي ْمُكْنِم ٌدَحَأ َسَْيلَو ىَلاَع َت َوَّللا ىَقْلَأ ْنَأ وُجْرََلْ يِّنِإَو »
 َناَّبِح ُنْبا ُوَح َّحَصَو ،ّيِئاَسَّنلا َّلإ ُةَسْمَخْلا ُهاَوَر. 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Pada zaman 
Rasulullah SAW pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di kota 
Madinah. Maka orang-orang berkata, „Wahai Rasulullah, harga barang-
barang melonjak tinggi, tetapkanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah 
SAW bersabda, „Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, Dia-
lah yang menyempitkan, melapangkan dan memberi rezeki. Saya 
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berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang 
karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda” (HR. 
Al-Khamsah kecuali An-Nasa‟i dan Ibnu Hibban menshahihkan hadits 
ini).
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 Tetapi karena pertimbangan kemaslahatan, dimana situasi berbeda 
dengan masa Nabi, maka Ibnu Taimiyah memahami hadis tersebut secara 
kontekstual berdasarkan pertimbangan mas{lah{ah.65 
Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah juga 
berdasarkan kepada mas{lah{ah mursalah. Inovasi zakat produktif dan 
wakaf tunai juga didasarkan kepada mas{lah{ah. Pendeknya semua 
aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah mas{lah{ah. 
Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan 
dianjurkan oleh syariah. Sebaliknya jika disana ada kemudharatan dan 
mafsadat, maka prakteknya tidak dibenarkan, seeperti ih{tikar, najasyi>, 
spekulasi valas dan saham, gara>r, judi, dan segala jenis yang 
mengandung riba>>.66 
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BAB III 
KEBIJAKAN PENENTUAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN GAJI ASN 
MELALUI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) DAN PANDANGAN 
DOSEN ASN FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA 
TERHADAPNYA 
 
A. Profil Fakultas Syariah IAIN Surakarta 
1. Sejarah 
Fakultas Syariah (dulu Jurusan Syariah) adalah salah satu Fakultas 
tertua di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Awalnya, Jurusan 
Syariah bersama Jurusan Ushuluddin merupakan Jurusan cabang IAIN 
Walisongo Semarang. Keduanya direlokasi dari Pekalongan dan Kudus 
ke Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama No. 86/1992, tanggal 20 
April 1992. 
Pada 12 September 1992, IAIN Walisongo di Surakarta ini 
didirikan. Ia diproyeksikan oleh Menteri Agama saat itu, almarhum Prof. 
Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A., sekaligus founding father IAIN 
Surakarta, sebagai IAIN unggulan untuk mencetak kader “intlektual 
ulama dan ulama intelektual”. 
Karena adanya kebijakan pemerintah untuk merasionalisasi 
organisasi, pada tahun 1997 Fakultas cabang di IAIN dikembangkan 
menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Berdasarkan SK 
Presiden RI No. 11 tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997 berdirilah 
STAIN Surakarta dengan empat Jurusan: Jurusan Syari‟ah, Jurusan 
Ushuluddin, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan Dakwah. Jurusan Syariah saat 
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itu memiliki dua program studi: Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah (AS) dan 
Mu‟amalat (MU).1 
Pada 3 Januari 2011, STAIN Surakarta baralih status menjadi IAIN 
Surakarta. Jurusan Syariah pun berkembang menjadi Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam (FSEI).  Pada bulan Oktober 2013, Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam dimekarkan menjadi dua Fakultas: Fakultas Syariah 
(FSY) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). 
Fakultas Syariah kini memiliki empat Jurusan. Jurusan Hukum 
Keluarga Islam (HKI), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Jurusan 
Hukum Pidana Islam (HPI), dan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf 
(MAZAWA).  Jurusan HKI dan HES telah terakreditasi “A”. Sementara 
Jurusan HPI terakreditasi “B”. Adapun MAZAWA merupakan Jurusan 
yang  baru diresmikan 31 Agustus 2016 lalu.
2
 
Minat masyarakat melanjutkan studi ke Fakultas Syariah terus 
meningkat. Kini Fakultas Syariah menyumbang sekitar 2.500 mahasiswa 
dari total 12.000 lebih mahasiswa IAIN Surakarta. Ke depan, Fakultas 
Syariah selain berupaya meningkatkan kuantitasnya, juga bertekad untuk 
terus meningkatkan kualitas.  
2. Visi, Misi, dan Tujuan 
a. Visi 
Menjadi Fakultas yang Religius, Unggul, Profesional, Berdaya saing, 
Modern dan Mandiri dalam Pengembangan Ilmu Syariah 
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2
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b. Misi 
1) Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada 
masyarakat yang berorientasi pada penguasaan, penetapan, dan 
pengembangan Ilmu Syariah. 
2) Mengembangkan dan membna kehidupan civitas akademika yang 
religius, menjunjug tinggi kebenaran dan keterbukaan, kritis, 
kreatif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. 
3) menyelenggarakan manajemen Perguruan Tinggi yang modern dan 
profesional. 
4) Menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak lain 
yang terkait dalam rangka melaksanakan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian pada masyarakat.
3
 
 
3. Tujuan 
1) Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan 
keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. 
2) Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang ilmu syari‟ah 
baik tataran teoritis maupun praktis. 
3) Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan 
berbagai persoalan di masyarakat, khususnya di bidang ilmu syariah 
4) Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang ilmu syariah. 
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5) mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu syariah 
dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 
6) Terjalinnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam 
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat di bidang ilmu syariah.
4
 
 
4. Struktur Organisasi 
 
Sumber:http://syariah.iain-surakarta.ac.id 
 
                                                          
4
 http://syariah.iain-surakarta.ac.id 
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B. Kebijakan Penentuan Sistem Pendistribusian Gaji ASN melalui Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) 
Dulu, gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) di IAIN Surakarta 
didistribusikan secara langsung kepada para ASN dalam bentuk tunai di 
dalam amplop. Setiap tahunnya bagian keuangan institusi sudah 
menganggarkan gaji para ASN termasuk tunjangannya menurut golongan 
masing-masing ASN. Setiap 2 (dua) tahun sekali ASN mengalami kenaikan 
pangkat berikut gajinya. Hal ini pun sudah dirinci anggarannya oleh bagian 
keuangan institusi setahun sebelumnya.
5
 
Seiring berjalannya waktu, sistem pendistribusian gaji para ASN 
telah ada aturan dari pemerintah pusat dimana gaji ASN didistribusikan 
dengan sistem payroll, yakni gaji ASN didistribusikan langsung dari pusat 
melalui lembaga perbankan. Berdasarkan hal tersebut, IAIN Surakarta 
kemudian menjalin kerjasama dengan Bank BNI Konvensional untuk 
mendistribusikan gaji para ASN di IAIN Surakarta. Namun, kerjasama ini 
mengalami kendala dimana Bank BNI mempunyai 5 hari jam kerja, 
sedangkan institusi masih 6 hari jam kerja, maka seringkali para ASN tidak 
bisa mengambil gaji pada tanggal 1 awal bulan. Kemudian IAIN Surakarta 
beralih kerjasama dengan Bank BPD Jateng. Dari Bank BPD Jateng, institusi  
beralih ke Bank BRI. Pada waktu itu, Kementerian Agama (KEMENAG) 
mengadakan MOU dengan Bank BRI sebagai bank rekanan terkait 
pendistribusian gaji. Selanjutnya, KEMENAG mengeluarkan surat edaran 
                                                          
5
 Arina Hasbana, Plt. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan 
Kemahasiswaan IAIN Surakarta, Wawancara Pribadi,  25 Mei 2018, jam 10.06-10.21 WIB. 
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agar satker di bawah KEMENAG juga bekerjasama dengan Bank BRI terkait 
pendistribusian gaji ASN. Berdasarkan hal tersebut, maka IAIN Surakarta 
beralih kerjasama dari Bank BPD Jateng ke Bank BRI terkait pendistribusian 
gaji ASN.
6
 Sampai sekarang ini terhitung sudah kurang lebih 7 tahun IAIN 
Surakarta bekerjasama dengan Bank BRI dalam hal pendistribusian gaji 
ASN.
7
 
Melihat perkembangan peralihan kerjasama IAIN Surakarta 
dengan lembaga perbankan dalam hal sistem pendistribusian gaji, tampak 
bahwa IAIN Surakarta selalu bekerjasama dengan Bank Konvensional dan 
bukan Bank Syariah mengingat institusi adalah berbasis Islam. Menurut 
keterangan Arina, selaku Plt. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, 
dan Kemahasiswaan, hal ini dikarenakan para waktu itu bank-bank yang 
ditunjuk pemerintah pusat untuk mendistribusikan gaji ASN belum ada Bank 
Syariah. Baru pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) No. 11/PMK. 05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening 
Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. 
dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Bank umum yang berminat untuk ditunjuk 
sebagai bank penyalur gaji para ASN bisa mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat. Dengan adanya 
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 Arina Hasbana, Plt. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan 
Kemahasiswaan IAIN Surakarta, Wawancara Pribadi,  25 Mei 2018, jam 10.06-10.21 WIB. 
7
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peraturan ini, baru bermunculan Bank-Bank Syariah yang ditunjuk oleh 
pemerintah pusat sebagai bank yang dapat mendistribusikan gaji ASN. 
Baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah tidak ada 
perbedaan dalam mekanisme pendistribusian gaji kepada para ASN. Setiap 
bulannya, gaji para ASN akan disetorkan oleh Kantor Pelayanan 
Pebendaharaan Negara (KPPN) ke bank yang telah ditunjuk untuk 
mendistribusikan gaji ASN. Selanjutnya, bank tinggal memasukan gaji 
tersebut ke rekening masing-masing ASN.
8
 
Disamping itu, Arina juga menyebutkan bahwa telah lama ada 
wacana untuk beralih kerjasama dengan Bank Syariah terkait pendistribusian 
gaji ASN di IAIN Surakarta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 
keuntungan dalam suatu kerjasama. Namun, kembali lagi bahwa dalam suatu 
kerjasama tentu ada batasan waktu yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, 
IAIN Surakarta masih menjalin kerjasama dengan BRI sampai sekarang.
9
 
 
C. Pandangan Dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakarta terhadap 
Sistem Pendistribusian Gaji ASN melalui Bank Konvensional 
Berikut adalah pandangan Dosen ASN Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta terhadap sistem pendistribusian gaji ASN melalui bank 
konvensional: 
1. Andi Wicaksono, M.Pd 
                                                          
8
 Arina Hasbana, Plt. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan 
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Andi Wicaksono merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu dan strata dua  di 
Universitas Sebelas Maret dengan jurusan Bahasa Indonesia. Telah 
menjadi dosen di Fakultas Syariah sejak tahun 2015 dengan mengampu 
mata kuliah bahasa indonesia. 
Menurut Andi Wicaksono, dengan adanya Bank Syariah 
memberikan banyak hal positif. Dan dengan keberadaan Bank 
Konvensional dan Bank Syariah dapat mengedukasi masyarakat bahwa 
kedua bank tersebut adalah berbeda. Yang mana pada Bank Konvensional 
menggunakan sistem bunga, sedang pada Bank Syariah menggunakan 
sistem bagi hasil.
10
 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN, Andi Wicaksono 
menyatakan bahwa di IAIN Surakarta, gaji ASN didistribusikan melalui 
Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pihak Dosen ASN tidak bisa menentukan 
bank mana yang akan digunakan untuk mendistribusikan gajinya, karena 
hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Andi Wicaksono 
tidak memindahkan gajinya dari BRI ke Bank Syariah dengan alasan 
setelah gaji turun, ia langsung mempergunakan gaji tersebut untuk 
kebutuhan pribadi. Ia juga mengatakan bahwa pendistribusian gaji ASN 
yang melalui Bank Konvensional tidak menjadi masalah, akan tetapi jika 
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 Andi Wicaksono,  Dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakrta, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 07.28-07.39 WIB. 
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bisa didistribusikan melalui Bank Syariah maka akan lebih baik, 
mengingat kita berada di dalam institusi Islam.
11
 
2. Manshur Efendi, S.H.I., M.E.I 
Manshur Efendi merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di STAIN 
Surakarta dengan mengambil jurusan Mu‟amalah dan menyelesaikan studi 
strata dua di Universitas Diponegoro (UNDIP) jurusan Ilmu Ekonomi dan 
Studi Pembangunan. Telah menjadi dosen di IAIN Surakarta sejak tahun 
2005 dengan spesialisasi ilmu ekonomi dan perbankan serta mata kuliah 
yang berkaitan dengan ekonomi.
12
 
Menurut Manshur Efendi, Bank Syariah adalah alternatif untuk 
menghadirkan prinsip-prinsip mu‟amalat dalam kegiatan transaksi 
keuangan. Disinilah kemudian ada ruang untuk belajar kembali tentang 
fiqh mu‟amalah, prinsip-prinsip mu‟amalah, sistem kuangan Islam, dan 
belajar kembali untuk mengimplementasikannya melalui instrumen 
lembaga keuangan. Karena masih dalam proses belajar, maka butuh waktu 
yang lama, sehingga di sana ada beberapa percobaan dan problem. Maka 
perlu ada kesabaran. Dimana proses kesabaran ini akan menguji kita 
semuanya, sehingga kalau kita sabar menghadapinya tentu tidak ada kesan 
bahwa Bank Syariah tidak ada bedanya dengan Bank Konvensional. 
Sebagai bagian dari keluarga Fakultas syariah tentu mempunyai 
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 Ibid. 
12 Manshur Efendi,  Dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 07.42-08.01 WIB. 
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pandangan bahwa maklum karena kita sedang belajar. Akan tetapi maklum 
disini bukan berarti membiarkan. Memang ada proses pembiaran tapi 
harus ada upaya yang sungguh-sungguh sehingga lembaga keuangan Islam 
itu bisa menerapkan sistem keuangan Islam yang optimal. Sedangkan 
Bank Konvensional harus kita jadikan sebagai mitra kerja, karena walau 
bagaimanapun Bank Konvensinal sudah lebih senior dan Bank 
Konvensional adalah bagian dari penyangga makro ekonomi kita, telah 
memberikan kontribusi yang sangata besar, dan memiliki akar sejarah 
yang panjang. Maka Bank Konvensional harus kita posisikan sebagai 
mitra strategis. Bentuk kemitraan disini Bank konvensional bisa kita 
bentuk sebagai mitra yang baik, Bank Syariah perlu banyak belajar dari 
Bank Konvensional terkait dengan tata kelola, sistem manajemen, dan 
sebagainya.
13
 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN, Manshur Efendi 
menyatakan bahwa di IAIN Surakarta, gaji ASN didistribusikan melalui 
Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pihak Dosen ASN tidak bisa menentukan 
bank mana yang akan digunakan untuk mendistribusikan gajinya, karena 
hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Ia sendiri tidak 
memindahkan gajinya dari BRI ke Bank Syariah dengan alasan 
“perputaran kebutuhan yang relatif lebih cepat” dan ketika gajinya 
didistribusikan melalui BRI yang dalam hal ini adalah Bank Konvensional 
ia merasa tidak sedangkan melakukan transaksi riba>wi, karena tidak ada 
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bunganya, hanya sebatas pelayanan jasa saja. Serta karena gajinya 
didistribusikan melalui bank tersebut berarti nasabah menitipkan uangnya 
di bank tersebut dan tabungan nasabah membayar atas jasa yang diberikan 
oleh bank yakni menyimpankan uang nasabah. Akan tetapi, untuk 
tabungan ia menabung di Bank Syariah. Karena jika menabung di bank 
syariah, nasabah akan mendapatkan bagi hasil. Dan ia juga ingin 
memastikan uang tambahan dalam tabungannya adalah halal. Maka tidak 
menjadi masalah jika sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank 
Konvensional.
14
 
3. Dr. M. Usman, S. Ag., M.Ag 
Ia merupakan salah satu dosen ASN sekaligus Dekan Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu IAIN Sunan 
Kalijaga jurusan Mu‟amalah Jinayah (Hukum Perdata Pidana Islam), studi 
strata dua di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) jurusan 
Hukum Politik Islam, strata tiga di Universitas Islam Indonesia (UII) 
Yogyakarta jurusan Hukum Islam. Menjadi dosen di IAIN surakarta sejak 
Oktober 2001. Sebelumnya ia pernah menjadi dosen di IAIN Raden Fatah 
Palembang sejak tahun 1998. Ia mengampu mata kuliah Pengantar Ushul 
Fiqh, Ushul Fiqih, dan Filsafat Hukum Islam. 
Menurut M. Usman, Pemerintah mendirikan Bank Syariah bukan 
karena melayani keagamaan Islam, tapi hal itu adalah tren. Karena eranya 
adalah era lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah, maka 
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banyak bank-bank yang membuka unit-unit bank syariah. Meskipun itu 
kalau kita melihat aliran dari sumber dananya juga belum syariah betul. 
Karena modal yang dipakai oleh bank-bank syariah adalah dari bank 
konvensional semua kalau kita berfikir radikal. Sekarang di Bank 
Indonesia (BI) sudah ada departemen Perbankan Syariah. Artinya 
pemerintah punya perhatian khusus terhadap perkembangan bank-bank 
syariah.
15
 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN, M. Usman 
membenarkan bahwa di IAIN Surakarta, gaji para ASN didistribusikan 
melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ia menceritakan bahwa, dari pihak 
dosen-dosen syariah telah menyampaikan usulan kepada rektorat agar gaji 
para pegawai termasuk ASN di IAIN Surakarta dalam pendistribusiannya 
bekerjasama dengan Bank Syariah. Usulan tersebut sedang dalam proses 
ke Kementrian Agama Jakarta. Ia sendiri setiap gaji turun, gaji tersebut ia 
pindahkan ke rekening Bank Syariah yang ia miliki dengan alasan ia ingin 
ikut andil untuk lebih menghidupkan lembaga-lembaga yang berpredikat 
syariah, karena sebagai orang islam dan paham akan keilmuwan syariah 
sudah sepatutnya menerapkan prinsip islam dalam kehidupan. Sedang 
mengenai sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional ia 
tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab hal itu merupakan 
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Maret 2018, jam 13.21-13.48 WIB. 
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permasalahan persepsional. Dan jika melihat dalam perkara keharaman, 
hal tersebut juga bukan persoalan keharaman.
16
 
4. H. Masrukin, S.H., M.H 
Ia merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas Diponegoro 
(UNDIP) Fakultas Hukum, strata dua di UNDIP juga dengan jurusan Ilmu 
Hukum, dan sekarang dalam proses menyelesaikan strata tiga jurusan 
Hukum Universitas Sultan Agung (UNISULA) Semarang.  Menjadi dosen 
di IAIN Surakarta sejak tahun 1994, mengampu mata kuliah dasar terkait 
hukum positif seperti Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Tata Hukum 
Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Perlindungan Konsumen, Kriminologi. 
Menurut Masrukin, antara Bank Konvensional itu punya ranah 
yang berbeda dengan Bank Syariah. Sebagian besar penduduk Indonesia 
adalah muslim. Maka bisa dikatakan sasaran bank syariah disini adalah 
masyarakat muslim. Namun, jika dilihat dari prosentase nasabah, bank 
konvensional lebih unggul dibanding dengan Bank Syariah. Merupakan 
perkembangan yang bagus terkait adanya Bank Syariah. Artinya 
masyarakat muslim disini diberi pilihan antara yang konvensional dengan 
yang syariah. Namun perlu adanya evaluasi, misal dalam kasus pinjaman, 
Bank Syariah itu terkesan lebih berat dibandingkan Bank Konvensional, 
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padahal semestinya ada unsur menolong, tapi justru jatuhnya lebih tinggi 
pinjamannya dibanding Bank Konvensional.
17
 
Terkait sistem pendistribusian gaji ASN, Masrukin menerangkan 
bahwa gajinya disalurkan atau didistribusikan melalui Bank Rakyat 
Indonesia (BRI). Hal tersebut telah menjadi ketentuan dari pemerintah. 
Sebagai dosen, ia tidak bisa menentukan bank mana yang akan digunakan 
untuk mendistribusikan gajinya. Ia sendiri tidak memindahkan gajinya dari 
rekening BRI ke rekening Bank Syariah, meskipun ia mempunyai 
rekening di Bank Syariah. Tetapi, untuk menabung ia menabungkan 
uangnya di Bank Syariah. 
5. H. Andi Mardian, Lc., M.A 
Ia merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di Al-Azhar Mesir mengambil 
progaram studi syariah, strata dua di UIN Syarif Hidayatullah dengan 
mengambil progaram studi syariah juga. Menjadi dosen di IAIN Surakarta 
sejak tahun 2004, mengampu mata kuliah Bahasa Arab, Ushul Fiqh, 
Kaidah Fiqih, Fiqih Ibadah, Fiqih Mu‟amalah. 
Pandangan Andi Mardian terkait Bank Konvensional dengan Bank 
Syariah. Menurutnya, sudah saatnya kita meninggalkan Bank 
Konvensional, walau bagaimanapun Bank Syariah itu harus dihidupkan, 
karena siapa lagi yang mau menghidupkan Bank Syariah kalau bukan 
orang Islam. Walaupun menurut sepengetahuan ia orang non-Muslim juga 
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sudah banyak yang menggunakan jasa Bank Syariah. Menurut orang-
orang non-Muslim yang Andi Mardian temui, mereka melihat lebih 
mudah, lebih menguntungkan dibandingkan Bank Konvensional, terutama 
dalam hal peminjaman, bank syariah lebih kecil margin-nya.
18
 
Terkait sistem pendistribusian gaji ASN, Andi Mardian 
menerangkan bahwa gajinya disalurkan atau didistribusikan melalui Bank 
Rakyat Indonesia (BRI). Akan tetapi setiap awal bulan, begitu gaji turun, 
ia selalu memindahkan gajinya ke rekening Bank Syariah miliknya, 
dengan alasan ia lebih nyaman sesuai syariah. Dan menurutnya terkait gaji 
ASN yang didistribusikan melalui Bank Konvensional tidak menjadi 
masalah. Secara pribadi ia mengharap bahwa pendistribusian gajinya 
melalui Bank Syariah, minimal BRI syariah. “Masak IAIN kog tidak pakai 
Bank Syariah,” kata Andi Mardian. Meskipun dalam prakteknya 
sebenarnya sama saja. Karena bank BRI hanya sebagai fasilitas untuk 
menyalurkan gaji para ASN. Tapi bagi orang-orang yang mungkin tidak 
tahu, karena kita bekerjasamanya dengan BRI mereka terus membuka 
hutangan di BRI juga, padahal tersebut kurang pas jika menurutnya. 
Kurang pasnya disini itu karena tidak sesuai dengan syariah, nominal 
pengembalian pinjaman di BRI yang dalam hal ini adalah Bank 
Konvensional itu lebih banyak dibanding dengan Bank Syariah. BRI itu 
ditunjuk dari pusat untuk menyalurkan gaji ke ASN di IAIN Surakarta. 
                                                          
18
 Andi Mardian, Dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakrta, Wawancara Pribadi, 
30 Maret 2018, jam 10.06-10.17 WIB. 
83 
 
Tidak akan jauh berbeda jika diganti dengan Bank Syariah, karena yang 
didapat sama.
19
 
6. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag 
Ia merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di IAIN Walisongo dengan 
jurusan Peradilan Agama, strata dua di IAIN Sunan Kalijaga mengambil 
jurusan Hukum Keluarga Islam. Menjadi dosen di IAIN surakarta sejak 
tahun 1998 sebagai Dosen Luar Biasa (DLB) dan pada tahun 2014 telah 
menjadi ASN. Mengampu mata kuliah Hukum Perikatan Islam di 
Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sosiologi Hukum, 
Antropologi Hukum. 
Munurut Julijanto, Bank Konvensional menjalankan sistem 
perbankan yang pembagian keuntungannya dengan sistem bunga. Sedang 
Bank Syariah menjalankan sistem perbankan yang pembagian 
keuntungannya dengan sistem bagi hasil.
20
 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
Muhammad Julijanto menyatakan gaji setiap dosen ASN di IAIN 
Surakarta disalurakan melalui rekening Bank Konvensional, yaitu Bank 
Rakyat Indonesia (BRI). Selama ini tidak ditawarkan mengenai pilihan 
Bank mana yang akan digunakan para dosen ASN untuk pendistribusian 
gaji ASN tersebut. Menurutnya, perlu adanya pilihan Bank Konvensional 
dan Bank Syariah untuk mendistribusikan gaji ASN di IAIN Surakarta, 
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karena IAIN Surakarta merupakan institusi Islam. Ia sendiri tidak 
memindahkan gaji yang diperoleh melalui BRI ke Bank Syariah. Karena 
dari gaji tersebut sudah langsung dipotong untuk ia membayar zakat ke 
Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZIS) dan untuk tabungan 
hajinya. Menurutnya, pendistribusian gaji ASN di IAIN surakarta melalui 
Bank Konvensional tidak menjadi masalah. Karena pada prinsip Bank 
sebagai penyalur gaji ASN disini hanya sebatas menampung dan 
mempermudah ASN untuk menerima gaji, akan tetapi bank tersebut tidak 
mengelola dana tersebut.
21
 
7. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag 
Kholis merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas Muhammadiyyah 
Surabaya dengan program studi Peradilan Agama, strata dua di IAIN 
Sunan Kalijaga dengan program studi Akidah Filsafat, dan strata tiga di 
IAIN Sunan Ampel dengan program studi Hukum Islam. Menjadi dosen di 
IAIN Surakarta sejak tahun 1996. Mengampu mata kuliah Hukum 
Perkawinan, Fiqih Munakahat, Sejarah Peradilan Islam, Ushul Fiqih, dan 
Metodologi Studi Islam. 
Kholis melihat Bank Konvensional dan Bank Syariah lebih pada 
substansinya. Apakah bank tersebut menimbulkan kerugian atau tidak bagi 
nasabah. Kalau Bank Konvensional bunganya dibawah angka inflasi dan 
tidak memberatkan maka itu tidak riba> sekalipun namanya bunga, karena 
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tidak ada yang dirugikan, justru terbantu dan tertolong dengan itu. Begitu 
pula dengan Bank Syariah, sekalipun disitu tidak ada bunga tapi kalau 
disitu ada transaksi-transaksi yang tambahan atau keuntungannya melibihi 
Bank Konvensional itu justru memberatkan. Jadi syariah atau tidaknya 
dilihat dari isinya, bukan sekedar akad formalnya. Akad formalnya 
mungkin sesuai dengan syarat-syarat akad dan tidak ada yang dilarang 
disitu, justru dalam prakteknya perlu dilihat merugikan atau tidak.
22
 
Terkait dengan sistem pendistribusian ASN di IAIN Surakarta, ia 
menyatakan bahwa gaji ASN di IAIN Surakarta disalurkan melalui 
rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).  Pihak Dosen ASN tidak bisa 
menentukan bank mana yang akan digunakan untuk mendistribusikan 
gajinya, karena hal tersebut terkait dengan kebijakan birokrasi dari 
pemerintah pusat. Kholis sendiri tidak memindahkan gaji ia dari rekening 
BRI ke Bank Syariah, dengan alasan tidak mau repot dan mengambil 
praktisnya. Secara substansi pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta 
melalui Bank Konvensional tidak menjadi masalah, karena tidak ada yang 
bertentangan dengan Islam. Menurutnya hal tersebut tidak ada sisi 
negatifnya, yang ada justru mempermudah dalam pendistribusian gaji 
ASN.
23
 
8. Abdullah Tri Wahyudi, S.H., 
Abdullah Tri Wahyudi merupakan salah satu dosen ASN di 
Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di 
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STAIN Surakarta Fakultas Syariah dan di Universistas Sebelas Maret 
jurusan Ilmu Hukum, strata dua di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dengan program studi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Menjadi 
dosen di IAIN Surakarta mulai tahun 2004. Mengampu mata kuliah 
Hukum Acara, Hukum Tindak Pidana Perbankan, Hukum Pidana, 
Kemahiran Hukum, dan Perancangan Undang-Undang (Legal Drafting).  
Menurut Abdullah Tri Wahyudi atau sering di panggil Pak 
“ATW”, Bank Syariah relatif baru di Indonesia walaupun sebenarnya 
prinsip-prinsip syariah sudah berkembang sejak lama. Perbedaan yang 
signifikan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional ada pada 
sumber hukumnya. Kalau sumber hukum Bank Syariah jelas syari‟at 
Islam, sedangkan sumber hukum Bank Konvensional biasanya yang 
membuat adalah hukum-hukum negara dimana bank itu ada. Kalau di 
Indonesia ada Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), maupun 
peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
24
 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
ATW menyatakan bahwa gaji ASN di IAIN Surakarta disalurkan melalui 
Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pihak Dosen ASN tidak bisa menentukan 
bank mana yang akan digunakan untuk mendistribusikan gajinya. 
Menurutnya, mekanisme penyaluran gaji sudah menjadi kebijakan dari 
kantor pusat, pihak rektorat kerjasamanya dengan bank mana. Biasanya 
ada penawaran dari bank-bank terkait pembayaran gaji karyawan, dosen, 
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dan seterusnya. Maka pihak rektorat akan memilih bank mana yang akan 
diajak kerjasama sesuai dengan kesepakatan. Abdullah Tri Wahyudi 
sendiri tidak memindahkan gajinya dari BRI ke Bank Syariah, karena ia 
tidak mempunyai rekening di Bank Syariah. Namun, ia menyatakan bahwa 
akan lebih senang apabila pendistribusian gajinya melalui Bank Syariah. 
Mengingat IAIN Surakarta sendiri merupakan institusi Islam. “Kalau ada 
yang syariah kenapa harus pakai yang konvensional??”, Kata Abdullah Tri 
Wahyudi. Akan tetapi ia juga mengembalikan lagi pada kebijakan dari 
institusi. Karena pihak institusi yang lebih berwenang menentukan.
25
 
9. Dosen X26 
Ia merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas Diponegoro 
(UNDIP) program studi Ilmu Hukum, strata dua di Universitas 
Diponegoro (UNDIP) program studi Ilmu Hukum juga. Menjadi dosen di 
IAIN Surakarta mulai tahun 1999. Mengampu mata kuliah Ilmu Hukum, 
Hukum Perdata, dan Hukum Dagang. 
Menurut “X”, secara teori antara Bank Konvensional dengan Bank 
Syariah itu berbeda, Undang-Undangnya pun berbeda. Bank Konvensional 
memakai Undang-Undang Perbankan, Bank Syariah memakai Undang-
Undang Perbankan Syariah. Pada Bank Konvensional menerapkan sistem 
bunga, pada Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. “X” pernah 
melakukan penelitian pada bank-bank syariah. Dalam penelitiannya ia 
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menemukan bahwa ada ketidakseimbangan posisi antara nasabah dengan 
lembaga keuangan. Biasanya posisi nasabah itu dia butuh, di dalam akad 
dia mau tidak mau menyutujui perjanjian yang tertera dalam akad. Jadi 
tidak penawaran di dalam akad tersebut. Misalnya saja pada pembiayaan 
murabahah, nasabah mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli 
HP, bank A mengambil keuntungan 1 juta, bank B mengambil keuntungan 
500 ribu. Sebagai nasabah pasti akan memilih bank B, karena mengambil 
keuntungan lebih sedikit dari pada Bank A. Akan tetapi itu jika ada 
penawaran. Namun, pada praktiknya di Bank Syariah yang “X” teliti tidak 
melakukan itu.
27
 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
ia menyatakan bahwa gaji disalurakan melalui Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Ia pribadi tidak memindahkan gajinya dari rekening BRI ke Bank 
Syariah dengan alasan efisiensi waktu, karena Bank Syariah kantornya 
hanya ada satu di jalan Veteran Solo dan tidak ada cabangnya. Begitu pula 
dengan ATM-nya yang terbatas jumlahnya. Kebanyakan hanya ada di 
pusat kota. Sedangkan BRI dimana-mana sudah ada. Selain itu, ia juga 
mengatakan kalau gajinya langsung dipakai untuk kebutuhan.
28
 
Menanggapi sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta 
yang melalui Bank Konvensional, “X” menegaskan bahwa hal tersebut 
sudah merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, yang dalam hal ini 
adalah Kementrian Agama (KEMENAG). Kalau memang terkait 
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penunjukan bank sebagai penyalur gaji ASN di institusi sudah 
didelegasikan kepada pihak institusi, maka hal tersebut menjadi kebijakan 
rektor. Kebijakan terkait sistem pendistribusian gaji ASN IAIN Surakarta 
melalui Bank Konvensional yang dalam hal ini adalah BRI ini lebih pada 
efisiensi waktu. Terlebih BRI lebih mudah ditemukan dimana-mana, maka 
lebih memudahkan.
29
 
10. Sidik, S.Ag., M.Ag 
Sidik merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu dan dua di IAIN Sunan Kalijaga 
program studi Peradilan Agama, dan sekarang sedang dalam proses 
menyelesaikan studi strata tiga di UIN Walisongo Semarang dengan 
program studi Hukum Keluarga Islam. Mulai menjadi dosen di IAIN 
Surakarta mulai tahun 2000. Mengampu mata kuliah Ushul Fiqih dan 
Fiqih Mawaris. 
Menurutnya, Bank Konvensional sebenarnya tidak ada masalah 
ataupun persoalan. Pada prinsipnya pada Bank Syariah sendiri belum 
betul-betul menjalankan sistem syariah secara menyeluruh. Masih banyak 
yang sifatnya sekedar cover saja, misal saja Bank Konvensional yang 
beralih nama menjadi Bank Syariah untuk kepentingan bisnis. Memang 
semangat untuk menghindari riba itu baik dan memang seharusnya tidak 
ada bunga disitu, namun terkadang terdapat aspek politik juga masuk di 
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situ. Sebenarnya konsep islam bagus, tidak ada riba>, tidak ada gara>r, tidak 
ada maisir.30 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
ia menyatakan bahwa gaji disalurakan melalui Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Pihak Dosen ASN tidak bisa menentukan bank mana yang akan 
digunakan untuk mendistribusikan gajinya. Tetapi seharusnya dosen bisa 
mengusulkan melalui senat, karena senat itu juga terdiri dari dosen juga. 
Jadi secara teknis seharusnya bisa. Namun, selama ini untuk menentukan 
bank mana yang akan dipilih untuk menyalurkan gaji ASN melalui senat 
ia belum pernah dengar. Padahal kalau lewat mekanisme formal harusnya 
dosen punya celah untuk ikut mengusulkan lewat perwakilan senat. Tapi 
nyatanya proses itu tidak dilakukan.
31
 
Secara pribadi, Sidik tidak memindahkan gajinya dari rekening 
BRI ke Bank Syariah karena ia tidak berniat menyimpan gajinya di bank 
tersebut untuk mencari bunga dan gaji tersebut biasanya langsung 
digunakan untuk kebutuhan. Pendistribusian gaji ASN melalui Bank 
Konvensional, ia menyatakan bahwa para ASN itu berada di bawah 
kebijakan negara. Dan negara itu membuat kebijakan tentunya 
mempertimbangkan kebaikan bagi negara. Umat Islam itu, selama 
kebijakan negara itu untuk maslahat maka umat mendukung. Dilihat dari 
segi kesiapan Bank Konvensional yang dalam hal ini adalah BRI, 
mempunyai insfrastruktur lebih kuat, ketersediaan disemua lini, sistem 
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sudah kuat. Dan pada saat Bank Syariah belum siap, maka baginya tidak 
menjadi masalah jika gaji ASN didistribusikan melalui Bank 
Konvensional, karena dari segi kesiapan tadi.
32
 
 
 
11. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag 
Nashirudin merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di IAIN Sunan Kalijaga 
jurusan Perbandingan Madzhab, strata dua di IAIN Sunan Kalijaga jurusan 
Hukum Keluarga dan di Universitas Constantine dengan program studi 
Fiqih dan Ushul Fiqih, dan strata tiga di IAIN Walisongo Semarang 
program studi Hukum Islam. Menjadi dosen di IAIN Surakarta mulai 
tahun 2004. Mengampu mata kuliah Kaidah Fiqhiyah dan Ushuliyah, 
Perbandingan Madzhab dalam Ushul Fiqih, dan „Ulumul Hadits. 
Secara pribadi, selagi ia bisa memilih Bank Syariah maka ia akan 
memilih Bank Syariah. Ia hanya memiliki satu rekening di Bank 
Konvensional yaitu BRI untuk urusan gaji dan untuk beberapa 
kepentingan yang mengharuskan untuk memakai Bank Konvensional. 
setelah urusan-urusan itu selesai, ia akan memindahkan sisa gajinya tadi 
ke Bank Syariah dengan alasan lebih nyaman menggunakan Bank Syariah 
dan lebih mantap ke hati. Terkait pendistribusian gaji ASN di IAIN 
Surakarta yang melalui Bank Konvensional ia menerima saja, karena hal 
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itu telah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Akan tetapi, setelah gaji 
ditransfer ke rekening ia, maka itu menjadi hak dan dalam kemampuan ia 
untuk memilih antara yang syariah atau non-syariah. Dan selama ia dalam 
kemampuan bisa memilih yang syariah, maka ia akan memilih yang 
syariah.
33
 
12. Feri Dona, M.Hum 
Feri Dona merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas Sebelas 
Maret Fakultas Hukum, strata dua di Universitas Gajah Mada jurusan Ilmu 
Hukum. Menjadi dosen di IAIN Surakarta mulai tahun 2011 dan menjadi 
ASN dari tahun 2015. Mengampu mata kuliah Legal Drafting, Hukum 
Penanaman Modal, dll. 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
Feri menyatakan bahwa gaji disalurakan melalui Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Pihak Dosen ASN tidak bisa menentukan bank mana yang akan 
digunakan untuk mendistribusikan gajinya karena sudah kebijakan dari 
Kementrian Agama (KEMENAG). Feri sendiri tidak memindahkan 
gajinya dari rekening BRI ke rekening Bank Syariah, meskipun ia 
mempunyai rekening di Bank Syariah, karena lebih simpel, kalau punya 
banyak rekening otomatis banyak potongannya juga. Menurutnya, karena 
institusi kita adalah institusi Islam, maka sebaiknya juga menggunakan 
Bank Syariah dalam pendistribusian gaji para karyawan termasuk ASN-
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nya. Namun kembali lagi karena kebijakan dari pemerintah menunjuk 
Bank Konvensional maka  memakai Bank Konvensional tersebut.
34
 
13. Nurul Huda, M.Ag 
Nurul Huda merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta  (UMS) program studi Mu‟amalah, strata dua di 
IAIN Sunan Kalijaga program studi Mu‟amalah, dan sekarang sedang 
dalam proses menyelesaikan studi strata tiga di Universitas Islam 
Indonesia (UII) Yogyakarta dengan program studi Hukum Islam. Menjadi 
dosen di IAIN Surakarta dari tahun 2005. Mengampu mata kuliah Filsafat 
Hukum Islam, Fiqih Mu‟amalah, dan Etika Bisnis Islam. 
Menurut Nurul Huda, Bank Konvensional adalah bank yang 
berdasarkan pada sistem bunga. Jika disuruh memilih sebenarnya ia lebih 
mantap menggunakan bank yang menggunakan sistem bagi hasil, yaitu 
Bank Syariah. Untuk menabung lebih suka menabungkan uangnya ke 
Bank Syariah. Sedang terkait gaji karena terkait dengan instansi dan tidak 
bisa mengelak karena sudah menjadi kebijakan instansi bahwa gaji 
dibayarkan melalui Bank Konvensional yakni Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Menurutnya, hal ini termasuk d{aruri> (darurat) karena, jika tidak 
melalui bank tersebut, maka tidak menerima gaji. Namun, setelah gaji 
turun ia mengambil sebagian dari gaji tersebut untuk kebutuhan dan 
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sebagian lagi dipindahkan ke Bank Syariah, karena merasa lebih mantap 
dalam bermu‟amalah.35 
Menanggapi sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank 
Konvensional, Nurul Huda menyatakan bahwa sebenarnya jika ada 
pilihan, ia lebih pilih menggunakan Bank Syariah. Meskipun Bank Syariah 
juga masih membutuhkan penelitian. Belum tentu Bank Syariah 
menerapkan nilai syariah 100%. Akan tetapi, paling tidak, ada upaya 
untuk menghilangkan nilai-nilai yang tidak adil (sistem bunga). Kalau 
dibandingkan dengan bagi hasil itu lebih mencerminkan keadilan dengan 
sistem bagi hasil.
36
 
14. H. Sholakhudin Sirizar, M.A 
Sholakhudin Sirizar merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. Pernah melakukan studi strata satu di IAIN Sunan 
Kalijaga dengan program studi Bahasa Arab sampai dengan semester lima, 
kemudian pindah melakukan studi srata satu di Universitas Sadam di 
Baghdad, Irak dengan program studi Fiqih dan Ushul Fiqih. Kemudian 
melakukan studi strata dua di di Universitas Sadam di Baghdad, Irak 
dengan jurusan Syariah. Menjadi dosen di IAIN Surakarta dari tahun 2004. 
Mengampu mata kuliah Ushul Fiqih, Fiqih Mu‟amalah, „Ulumul Qur‟an, 
„Ulumul Hadits, Hukum ZISWAF, dll. 
Menurut Sirizar, Bank Syariah itu tidak boleh mengambil riba, 
sedang Bank Konvensional boleh mengambil riba. Terkait sistem 
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pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta disalurkan melalui Bank 
Rakyat Indonesia (BRI). Dan dosen tidak bisa menentukan bank mana 
yang akan digunakan untuk menyalurkan gajinya sebagai ASN. Karena hal 
tersebut sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Dan setelah gaji turun, 
Sirizar langsung mengambilnya untuk dibelanjakan kebutuhan atau 
disimpan sendiri. Jika ingin menabung, ia menabungkan uangnya ke Bank 
Syariah. Karena ia tidak mau jika tetap ditabungkan di Bank BRI yang 
notabene adalah Bank Konvensional akan ada tambahan yang disebut 
dengan bunga, dan bunga itu riba. Maka, baginya BRI hanya sebagai 
penyalur gajinya saja sebagai ASN.
37
 
Menanggapi sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank 
Konvensional, Sirizar mengatakan bahwa posisi tersebut dharurat, karena 
dosen tidak bisa menentukan bank mana yang akan digunakan untuk 
menyalurkan gajinya. Kalau bisa memilih, ia akan lebih memilih ke Bank 
Syariah. Maka ia memandang sistem pendistribusian gaji ASN melalui 
Bank Konvensional tidak menjadi masalah. Karena, dilihat dari sisi 
kemaslahatan, jalan itulah yang bisa digunakan untuk mengambil gaji.
38
 
15. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A 
Ismail Yahya merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di STAIN Surakarta 
program studi Mu‟amalah, strata dua di Universitas Gajah Mada (UGM), 
dan strata tiga di Universitas Indonesia dengan program studi Ilmu 
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Filologi. Menjadi dosen di IAIN Surakarta dari tahun 1999. Mengampu 
mata kuliah Ushul Fiqih, Metodologi Studi Islam (MSI), Metodologi 
Penelitian, dan Ilmu Filologi di Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuludin. 
Ismail Yahya tidak memberi pandangan secara pasti mengenai 
Bank Konvensional dan Bank Syariah, karena ia pribadi tidak mengetahui 
secara pasti letak perbedaan antara keduanya. Sedang terkait gaji ASN di 
IAIN Surakarta, ia menyatakan bahwa gaji disalurkan melalui Bank 
Rakyat Indonesia (BRI). Dan hal itu sudah menjadi ketentuan dari 
pemerintah pusat. Ismail Yahya tidak memindahkan gajinya dari Bank 
BRI ke Bank Syariah. Karena, menurutnya tidak ada masalah dengan bank 
tersebut dan baik-baik saja. Baginya tidak menjadi masalah kalau gajinya 
dibayarkan melalui Bank Konvensional yang dalam hal ini BRI. Karena 
bank tersebut mempunyai infrastruktur yang cukup baik dibandingkan 
dengan Bank Syariah. Misalnya saja untuk pelayanan ATM, ATM BRI 
dapat dijangkau dimana-mana, sedangkan untuk Bank Syariah 
ketersediaannya terbatas hanya di pusat kota. Jadi lebih mudah mengakses 
di BRI dari pada di Bank Syariah, maka lebih efisien. Karena kebutuhan di 
zaman modern ini transaksi cepat dan akses mudah. Ia sendiri juga merasa 
lebih aman dan nyaman saja dengan hal tersebut.
39
 
 
16. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum 
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Layyin Mahfiana merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di Universitas 
Islam Malang (UNISMA) di Fakultas Hukum, strata dua di Universitas 
Brawijaya Malang di Fakultas Hukum, dan studi strata tiga di Universitas 
Sebelas Maret (UNS) di Fakultas Hukum. Menjadi dosen di IAIN 
Surakarta dari tahun 2017, sebelumnya pernah menjadi dosen di IAIN 
Ponorogo dari tahun 2000. Di IAIN Surakarta, khususnya di Fakultas 
Syariah, mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Kejahatan 
terhadap Anak, Hukum Kejahatan Domestik, Hukum Perdagangan Orang, 
Pengantar Ilmu Hukum. 
Menurut Layyin, perbedaan antara Bank Konvensional dengan 
Bank Syariah terletak pada aturannya. Bank Konvensional memakai 
aturan-aturan umum pada umumnya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan 
baik yang bersifat nasional maupun internasional, sedang Bank syariah 
lebih memakai ketentuan-ketentuan ajaran syariah.
40
 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
Layyin menyatakan gaji setiap dosen ASN di IAIN Surakarta disalurakan 
melalui rekening Bank Konvensional, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
dan pihak dosen tidak bisa menentukan bank yang akan digunakan untuk 
menyalurkan gajinya. Hal tersebut sudah menjadi kebijakan dari pimpinan. 
Ia sendiri tidak memindahkan gajinya dari BRI ke Bank Syariah, dengan 
pertimbangan lebih praktis dan tidak ribet. Dan karena ia berpikir praktis, 
                                                          
40
 Layyin Mahfiana, Dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surkarta, wawancara 
pribadi, 4 Maret 2018, jam 14.42-14.49 WIB. 
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sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional tidak menjadi 
masalah dan menganggap hal tersebut biasa.
41
 
17. Masjupri, S.Ag., M.Hum 
Masjupri merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di STAIN Surakarta 
dengan program studi Pidana Perdata Islam, strata dua di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dengan program studi Hukum Ekonomi.  
Menjadi dosen di IAIN Surakarta mulai tahun 1999. Mengampu mata 
kuliah Fiqih Mu‟amalah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Hukum 
Perbankan dan Keuangan Non-Bank. 
Menurut Masjupri, antara Bank Konvensional dan Bank Syariah 
memiliki prinsip yang berbeda, dimana Bank Konvensional menggunakan 
konsep bunga sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, sementara 
Bank Syariah yakni bank yang menurut operasionalnya menggunakan 
prinsip-prinsip syariah berdasarkan al-Qur‟an dan hadits yang secara 
hukum atau operasionalnya mengikuti ketentuan fatwa Dewan Syariah 
Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, Bank Syariah 
mencari keuntungan dengan kegiatan-kegiatan riil, baik dengan cara 
menetapkan margin atau menetapkan bagi hasil dalam kegiatan usahanya, 
maupun menetapkan fee atau ujrah dalam kegiatan layanan jasa.42 
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Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
ia menyatakan bahwa gaji disalurakan melalui Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Pihak Dosen ASN tidak bisa menentukan bank mana yang akan 
digunakan untuk mendistribusikan gajinya, karena hal tersebut telah 
menjadi kebijakan pemerintah pusat. Setelah gaji turun, ia memilih 
mengambil gajinya dari bank BRI dan hanya menyisakan beberapa untuk 
memenuhi syarat supaya rekening tidak terblokir. Sebagian gaji digunakan 
untuk kebutuhan dan sebagian lagi ditabungkan di lembaga keuangan 
syariah. Masjupri menyatakan bahwa sebenarnya karena kita berada dalam 
institusi Islam, maka idealnya juga menggunakan Bank Syariah untuk 
menyuport lembaga keuangan syariah. Jadi sebagai institusi Islam ini tidak 
hanya dalam hal ilmu, tetapi juga dipraktikkan di dunia nyata. Sistem 
pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional, yang mana di IAIN 
Surakarta ini adalah menggunakan BRI lebih memudahkan, karena 
ketersediaan layanan yang mudah dijangkau, seperti ATM BRI hampir 
dimana-mana ada. Maka lebih efisien.
43
 
18. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H 
Zumar merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di STAIN Surakarta program 
studi Mu‟amalah Jinayah, strata dua di Universitas Diponegoro (UNDIP) 
dengan program studi Ilmu Hukum. Menjadi dosen di IAIN Surakarta dari 
tahun 1999. Mengampu mata kulaih Fiqih Jinayah dan Hukum ZISWAF. 
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Menurut Zumar, Bank Syariah merupakan upaya untuk memenuhi 
ketentuan di dalam Islam, terutama untuk menghindari riba, yang mana 
riba itu jelas diharamkan di dalam al-Qur‟an. Dan bunga Bank 
Konvensional itu oleh fatwa MUI sudah difatwakan termasuk kategori 
riba. Maka itu harus dihindari. Namun, kalau hanya menghindari saja tidak 
bisa, harus dicarikan alternatif, maka didirikanlah lembaga-lembaga 
keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah itupun menurutnya belum 
bisa lepas dari tradisi yang konvensional, karena mengingat masyarakat 
kita itu sudah terlanjur terbiasa dengan konvensional. Dalam 
operasionalnya, Bank Syariah juga belum sepenuhnya syariah.
44
 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
ia menyatakan bahwa gaji disalurakan melalui Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Pihak Dosen ASN tidak bisa menentukan bank mana yang akan 
digunakan untuk mendistribusikan gajinya, karena hal tersebut telah 
menjadi kebijakan pemerintah pusat. Dan hal tersebut diluar kewenangan 
dosen. Mungkin saja kenapa memilih BRI karena dengan pertimbangan 
yang praktis saja, sebab BRI sudah berada dimana-mana. Secara pribadi, 
Zumar tidak ada niat sengaja memindahkan gaji dari BRI ke Bank Syariah. 
Ia mengambil gaji sesuai dengan kebutuhan. Dan ia pun tidak ada niat 
untuk mengambil keuntungan. Baginya, hal itu hanya teknis yang dianut 
oleh pusat (rektorat). Jadi kalau butuh ia mengambilnya, dan terkadang ia 
juga menabungkan sebagian ke lembaga keuangan syariah. Sebenarnya, 
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kalau bisa memilih ia akan memilih Bank Syariah sebagai bank yang 
mendistribusikan gajinya. Secara umum, tidak ada masalah terkait dengan 
pendistrisbusian gaji ASN di IAIN Surakarta melalui Bank Konvensional. 
Tapi dari sisi idealisme untuk membesarkan nama syariah itu kurang, 
karena hal itu juga butuh dukungan. Besarnya lembaga keuangan syariah 
itu juga butuh dukungan dari orang Islam.
45
 
19. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A 
Aris Widodo merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di IAIN Sunan Kalijaga 
program studi Akidah Filsafat, srata dua di Leiden University dengan 
program studi Islamic Studies, dan studi strata tiga di UIN Walisongo 
Semarang dengan program studi Islamic Studies. Pernah menjadi dosen di 
STAIN Pare-Pare dari tahun 2002 sampai tahun 2012. Kemudian menajdi 
dosen di IAIN Surakarta mulai tahun 2012. Mengampu mata kuliah Islam 
Budaya Jawa, Filsafat Ilmu, Ilmu Kalam, dan Metodologi Studi Islam 
(MSI). 
Menurut Aris Widodo, gaji ASN di IAIN Surakarta didistribusikan 
melalui BRI Konvensional. Idealnya IAIN Surakarta bekerjasama dengan 
Bank Syariah dalam hal penyaluran gaji, namun karena ada administrasi di 
institusi dan beberapa hal yang harus diperhitungkan maka kita ikut saja. 
karena itu sistem, bukan pilihan pribadi. Seperti dalam kaidah fiqih, 
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“ketika ada dua hal yang sama-sama berat, maka diprioritaskan yang 
lebih ringan madharatnya.”46 
Menurutnya, secara administratif penghitungan prosentase anatara 
Bank Konvensional dengan Bank Syariah kurang lebih sama. Maka ia 
tidak memindahkan gajinya ke Bank Syariah. Selain itu, gaji juga 
langsung ia manfaatkan untuk kebutuhan. Adapun sistem pendistribusian 
gaji ASN melalui Bank Konvensional, yang mana di IAIN Surakarta 
adalah BRI, lebih bisa dijangkau. Jadi lebih kepada efisiensi dan 
efektivitasnya saja. Dan dilihat dari mobilitas kerja dosen, akan menjadi 
tidak efektif jika harus menggunakan Bank Syariah, karena kebanyakan 
ATM Bank Syariah berada di pusat kota dan tidak banyak.
47
 
20. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag 
Diana Zuhroh merupakan salah satu dosen ASN di Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. Menyelesaikan studi strata satu di  UIN Sunan 
Kalijaga, Fakultas Adab, program studi Bahasa dan Sastra Arab. Studi 
strata dua di UIN Sunan Kalijaga dengan program studi Hukum Keluarga 
Islam.  Menjadi dosen di IAIN Surakarta dari tahun 2008. Mengampu 
mata kuliah „Ulumul Qur‟an, Peradilan Agama di Indonesia, Bahasa 
Inggris, Fiqih Mawaris, dan Hukum Keluarga di Negara Muslim. 
Menurut Diana, secara teori Bank Konvensional adalah bank yang 
tidak syar‟i menurut pandangan Majlis Ulama, khususnya tidak 
berdasarkan akad syariah, tapi akadnya adalah akad konvensional. Kalau 
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Bank Syariah adalah bank yang akad-akadnya itu syariah. Jadi semua 
produk itu dilandasi oleh akad syariah.
48
 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
ia menyatakan bahwa gaji disalurakan melalui Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Pihak Dosen ASN tidak bisa menentukan bank mana yang akan 
digunakan untuk mendistribusikan gajinya, karena itu sudah sistem dari 
pusat, dan kita hanya tinggal mengikuti saja. Secara pribadi, Diana tidak 
memindahkan gajinya ke Bank Syariah dengan pertimbangan praktis, 
ATM BRI juga tersebar dimana-mana, dan ia menghindari kredit di BRI. 
Selain itu, ia merasa belum mantap dengan Bank Syariah, karena 
berdasarkan pengalaman saudara yang pernah melakukan transaksi di 
Bank Syariah justru pengembaliannya lebih besar dibanding Bank 
Konvensional, meskipun di Bank Syariah namanya bukan bunga, akan 
tetapi perlu menjadi pertimbangan pula kalau harus menggunakannya. 
Baginya, pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional tidak 
menjadi masalah, karena dengan pertimbangan tersebut di atas.
49
 
21. Dr. Mudhofir, S.Ag., M.Pd 
Mudhofir adalah salah satu dosen ASN Fakultas Syariah sekaligus 
merupakan rektor IAIN Surakarta. Ia menyelesaikan studi strata satu di 
IAIN Walisongo dengan program studi Mu‟amalah, strata dua di 
Universitas Negeri Yogyakarta di Fakultas Pendidikan, dan strata tiga di 
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Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Fakultas Syariah. Menjadi 
dosen di IAIN Surakarta dari tahun 1998. Mata kuliah yang diampu adalah 
Filsafat Hukum Islam. 
Menurut Mudhofir, dilihat dari sudut syariah, tentu Bank syariah 
mempunyai jamianan tidak ada riba. Sedang Bank Konvensional masih 
menjadi perdebatan hukumnya, yakni masih berpindah antara haram, 
subhat, dan halal. Mudhofir meyakini, selama Bank Konvensional 
bunganya masih masuk akal, hal itu menjadi wajar, karena bank tentu juga  
perlu keuntungan. Akan tetapi, jika bunganya mencekik, maka hal tersebut 
dinamakan ad{ʽa>fan mud{a>ʽafah (berlipat ganda), dan ia tidak setuju dengan 
hal tersebut. Namun, jika diharuskan memilih, ia lebih memilih Bank 
Syariah, karena terjamin kehalalannya dan prinsip dari Bank Syariah 
adalah ekonomi anti riba. Sedangkan prinsip Bank Konvensional itu 
adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dan hal ini bisa juga 
menjadi riba. Namun perlu digaris bawahi pula bahwa tidak semua bunga 
itu riba. Jadi harus dibedakan antara bunga dengan riba. Kalau bunganya 
wajar dan adil itu bukanlah riba. Dan yang dikatakan riba adalah yang 
ad{ʽ a>fan mud{a>ʽafah (berlipat ganda).50 
Terkait dengan sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta, 
ia menyatakan bahwa gaji disalurakan melalui Bank Rakyat Indonesia 
(BRI). Pihak dosen ASN tidak bisa menentukan bank mana yang akan 
digunakan untuk mendistribusikan gajinya, karena gaji itu administrasinya 
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harus satu atau satu tata kelola atau satu pintu. Secara pribadi, Mudhofir 
tidak memindahkan gajinya dari BRI ke Bank Syariah, dengan alasan 
praktis dan tidak mau ribet dengan hal tersebut. Kemudian terkait sistem 
pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional, menurutnya selama 
ini baik-baik saja dan tidak ada masalah.
51
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BAB IV 
PANDANGAN DOSEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 
FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA TENTANG SISTEM 
PENDISTRIBUSIAN GAJI ASN MELALUI BANK KONVENSIONAL 
MENURUT PERSPEKTIF MAS{LAH{AH MURSALAH 
 
A. Analisis Pandangan Dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakarta 
terhadap Sistem Pendistribusian Gaji ASN melalui Bank Konvensional 
Setelah penulis paparkan dalam bab sebelumnya mengenai 
pandangan dosen ASN fakultas syariah IAIN Surakarta terhadap sistem 
pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional. Dari pandangan-
pandangan dosen tersebut, secara keseluruhan dosen ASN Fakultas Syariah 
menerima sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional, akan 
tetapi penerimaan mereka terhadap sistem pendistribusian gaji ASN melalui 
Bank Konvensional diikuti dengan beberapa perlakuan setelah gaji mereka 
ditransfer ke rekening Bank Konvensional yang harus mereka buka, 
diantaranya: 
1. Menerima sepenuhnya terhadap sistem pendistribusian gaji ASN melalui 
Bank Konvensional 
Dari 21 dosen yang peneliti wawancara, sebanyak 15 dosen 
menerima sepenuhnya terhadap sistem pendistribusian gaji ASN melalui 
Bank Konvensional. Yang dimaksud dengan “menerima sepenuhnya” 
disini adalah setelah gaji ditransfer ke rekening masing-masing dosen, 
mereka tidak memindahkan gajinya ke Bank Syariah ataupun lembaga 
keuangan syariah lainnya. Terdapat beberapa alasan mengapa mereka 
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tidak memindahkan gaji ke Bank Syariah ataupun lembaga keuangan 
syariah lain, seperti dalam tabel berikut: 
TABEL I ALASAN DOSEN MENERIMA SEPENUHNYA 
NO DOSEN ALASAN MANFAAT MADARAT KET 
1 
Andi 
Wicaksono 
Langsung 
dipergunakan 
untuk 
kebutuhan 
pribadi. 
Namun, akan 
lebih baik jika 
didistribusikan 
melalui Bank 
Syariah 
mengingat 
institusi yang 
berbasis Islam. 
- 
Tidak sesuai 
dengan 
institusi 
yang 
berbasis 
Islam. 
Maka, 
institusi 
terkesan 
tidak 
mendukung 
lembaga 
yang 
berbasis 
Islam. 
 
2 
Manshur 
Efendi 
Ketika gajinya 
didistribusikan 
melalui BRI 
yang dalam hal 
ini adalah Bank 
Konvensional 
ia merasa tidak 
sedangkan 
melakukan 
transaksi 
riba>wi, karena 
tidak ada 
bunganya, 
hanya sebatas 
pelayanan jasa 
saja. 
Tidak ada 
transaksi 
riba>wi, karena 
tidak ada 
bunganya, 
hanya sebatas 
pelayanan jasa 
saja. Jadi, BRI 
hanya sebatas 
men- 
distribusiakan 
gaji. 
- 
 
3 Masrukin - - -  
4 M. Julijanto 
Karena dari gaji 
tersebut sudah 
BRI 
mempunyai 
- 
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langsung 
dipotong untuk 
ia membayar 
zakat ke 
Lembaga Amil 
Zakat, Infaq, 
Shodaqoh 
(LAZIS) dan 
untuk tabungan 
hajinya. 
produk yang 
memudahkan 
nasabah dalam 
beberapa 
keperluan 
nasabah. 
5 A. Kholis H 
Tidak mau 
repot dan 
mengambil 
praktisnya. 
Mempermudah 
nasabah. 
- 
 
6 Abdullah TW 
Tidak 
mempunyai 
rekening di 
Bank Syariah. 
- - 
 
7 Dosen X 
- Bank 
Syariah 
kantornya 
hanya ada 
satu di jalan 
Veteran Solo 
dan tidak ada 
cabangnya. 
- ATM Bank 
Syariah 
terbatas 
jumlahnya 
dan 
kebanyakan 
hanya ada di 
pusat kota. 
BRI 
memudahkan 
nasabah dalam 
pengambilan 
gaji ASN 
dengan adanya 
ATM yang 
telah tersebar 
diberbagai 
daerah, begitu 
pula dengan 
kantornya 
yang telah 
mempunyai 
banyak cabang 
dan unit. 
Ketersediaan 
layanan 
Bank 
Syariah 
belum bisa 
menjangkau 
secara 
menyeluruh 
diberbagai 
daerah. 
 
8 Sidik 
Tidak berniat 
menyimpan 
gajinya di bank 
tersebut untuk 
mencari bunga 
dan gaji 
- BRI 
hanya 
sebagai 
pendistrib
usi gaji. 
Maka di 
Infrastruktur 
Bank 
Syariah 
masih kalah 
dengan BRI. 
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tersebut 
biasanya 
langsung 
digunakan 
untuk 
kebutuhan. 
Selain itu, BRI 
mempunyai 
infrastruktur 
yang lebih kuat 
dari Bank 
Syariah. 
dalamnya 
tidak ada 
transaksi 
riba. 
- BRI lebih 
bisa 
memenuhi 
kebutuhan 
nasabah di 
zaman 
sekarang 
dengan 
tersediany
a 
infrastrukt
ur yang 
kuat. 
 
9 Feri Dona 
Karena lebih 
simpel, kalau 
punya banyak 
rekening 
otomatis 
banyak 
potongannya 
juga. 
- - 
 
10 Ismail Yahya 
Karena Bank 
BRI 
mempunyai 
infrastruktur 
yang cukup 
baik 
dibandingkan 
dengan Bank 
Syariah. 
Misalnya saja 
untuk 
pelayanan 
ATM, ATM 
BRI dapat 
BRI 
memudahkan 
nasabah dalam 
pengambilan 
gaji ASN 
dengan adanya 
ATM yang 
telah tersebar 
diberbagai 
daerah, begitu 
pula dengan 
kantornya 
yang telah 
mempunyai 
Ketersediaan 
layanan 
Bank 
Syariah 
belum bisa 
menjangkau 
secara 
menyeluruh 
diberbagai 
daerah. 
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dijangkau 
dimana-mana, 
sedangkan 
untuk Bank 
Syariah 
ketersediaannya 
terbatas hanya 
di pusat kota. 
Jadi lebih 
mudah 
mengakses di 
BRI dari pada 
di Bank 
Syariah, maka 
lebih efisien. 
banyak cabang 
dan unit. 
11 Layyin M 
Pertimbangan 
lebih praktis 
dan tidak ribet. 
- - 
 
12 Zumar A 
Tidak ada niat 
untuk 
mengambil 
keuntungan. 
Dan hal itu 
hanya teknis 
yang dianut 
oleh pusat 
(rektorat). 
- - 
 
13 Aris Widodo 
Secara 
administratif 
penghitungan 
prosentase 
anatara Bank 
Konvensional 
dengan Bank 
Syariah kurang 
lebih sama. 
Selain itu, gaji 
juga langsung 
ia manfaatkan 
untuk 
Prosentase 
anatara Bank 
Konvensional 
dengan Bank 
Syariah kurang 
lebih sama. 
- 
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kebutuhan. 
14 Diana Zuhroh 
Pertimbangan 
praktis, ATM 
BRI juga 
tersebar 
dimana-mana, 
dan merasa 
belum mantap 
dengan Bank 
Syariah yang 
belum 100% 
syariah. 
ATM BRI juga 
tersebar 
dimana-mana, 
sehingga 
memudahkan 
ASN untuk 
mengambil 
gaji. 
Bank 
Syariah 
belum 100% 
syariah. 
 
15 Mudhofir 
Praktis dan 
tidak mau ribet. 
Selain itu, 
kwalitas dan 
pelayanan dari 
BRI tidak ada 
masalah. 
BRI memberi 
pelayanan 
yang baik. 
- 
 
 
2. Menerima tidak sepenuhnya terhadap sistem pendistribusian gaji ASN 
melalui Bank Konvensional 
Dari 21 dosen yang peneliti wawancara, sebanyak 6 dosen 
menerima tidak sepenuhnya terhadap sistem pendistribusian gaji ASN 
melalui Bank Konvensional. Yang dimaksud dengan “menerima tidak 
sepenuhnya” disini adalah setelah gaji ditransfer ke rekening masing-
masing dosen, mereka memindahkan gajinya ke Bank Syariah, lembaga 
keuangan syariah lain, maupun mengambilnya secara tunai untuk 
kemudian disimpan sendiri. Mereka menerima sistem pendistribusian gaji 
ASN melalui Bank Konvensional karena hal tersebut sudah ketentuan dari 
pemerintah pusat, dan mereka tidak bisa memilih bank mana yang akan 
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mereka gunakan untuk mendistribusikan gajinya ke mereka. Adapun 
alasan mereka melakukan pemindahan gaji tersebut seperti dalam tabel 
berikut:  
TABEL II ALASAN DOSEN MENERIMA TIDAK SEPENUHNYA 
NO DOSEN ALASAN MANFAAT MADARAT KET 
1 M. Usman 
Ingin ikut 
andil untuk 
lebih 
menghidup
kan 
lembaga-
lembaga 
yang 
berpredikat 
syariah, 
karena 
sebagai 
orang islam 
dan paham 
akan 
keilmuwan 
syariah 
sudah 
sepatutnya 
menerapka
n prinsip 
islam dalam 
kehidupan. 
Menghidup
kan 
lembaga-
lembaga 
yang 
berpredikat 
syariah. 
- 
 
2 Andi Mardian 
Lebih 
mantap dan 
nyaman, 
karena 
sesuai 
syariah. 
Mendukung 
lembaga 
keuangan 
syariah 
serta 
menerapkan 
prinsip 
mu’amalah 
secara 
- 
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Islam. 
3 M. Nashirudin 
Lebih 
nyaman 
menggunak
an Bank 
Syariah dan 
lebih 
mantap ke 
hati. 
Mendukung 
lembaga 
keuangan 
syariah 
serta 
menerapkan 
prinsip 
mu’amalah 
secara 
Islam. 
- 
 
4 Nurul Huda 
Merasa 
lebih 
mantap 
dalam 
bermu’amal
ah. 
Mendukung 
lembaga 
keuangan 
syariah 
serta 
menerapkan 
prinsip 
mu’amalah 
secara 
Islam. 
- 
 
5 Sholakhudin S 
Tidak mau 
jika tetap 
ditabungka
n di Bank 
BRI yang 
notabene 
adalah 
Bank 
Konvension
al akan ada 
tambahan 
yang 
disebut 
dengan 
bunga, dan 
bunga itu 
riba. 
Mengantisi
pasi adanya 
tambahan 
(bunga) 
yang dalam 
Islam 
adalah riba. 
- 
Setelah gaji 
turun 
langsung 
mengambilnya 
untuk 
disimpan 
sendiri. 
6 Masjupri - - -  
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B. Pandangan Dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakarta terhadap 
Sistem Pendistribusian Gaji ASN melalui Bank Konvensional menurut 
Konsep Mas{lah{ah Mursalah 
Mas{lah{ah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak 
mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu 
kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada ʽillat yang keluar 
dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian 
ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’. Yakni suatu ketentuan 
yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu 
manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan mas{lah{ah mursalah. Tujuan 
utama mas{lah{ah mursalah adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari 
kemadaratan dan menjaga kemanfaatan.
1
 
Mas{lah{ah mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan 
tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan 
yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. Yang menjadi 
objek mas{lah{ah mursalah ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan 
hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nash (Al-Qur’an dan Hadis) yang dapat 
dijadikan dasarnya.
2
 Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis maslahat yang 
satu ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.
3
 
                                                          
1
 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117. 
2
 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 
hlm. 81. 
3
 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 
227. 
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Salah satu contoh yang muncul adalah sistem pendistribusian gaji Aparatur 
Sipil Negara (ASN) melalui Bank Konvensional di IAIN Surakarta. 
Mengenai gaji atau upah, Rasulullah SAW bersabda; 
 َرَمُع ِنْبا ْنَعَو-  اَمُه ْ نَع ُوَّللا َيِضَر-  ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق-  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص- :
« ُُوقَرَع َّفِجَي ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ َريِجَْلْا اُوطْعَأ » َم ُنْبا ُهاَوَر ْوَجا. 
"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya 
mengering." (HR. Ibnu Majah). Meskipun hadis ini masih ada yang menilai 
lemah, tetapi ia sangat mashur dan sesuai dengan tuntutan kemanusiaan serta 
termasuk etika mulia.
4
 
Namun dalam hal pendistribusian upah atau gaji, pada zaman 
Rasulullah itu diberikan secara langsung. Seiring perkembangan waktu di era 
sekarang ini, gaji diberikan tidak secara langsung tetapi didistribusikan 
melalui lembaga yang dalam hal ini adalah lembaga perbankan. Dalam 
konteks pendistribusian gaji di Indonesia telah ada peraturan yang membahas. 
Khususnya peraturan mengenai gaji Aparatur Sipil Negara, yakni telah 
dibahas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK. 05/2016 
tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Pada Bank Umum Secara Terpusat. Dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa 
penyaluran gaji ke rekening PNS/Prajurit TNI/POLRI dilakukan oleh Bank 
                                                          
4
 HR. Ibnu Majah, No. 2473, dalam Aplikasi Kampung Sunnah; Subulus Salam 
Syarah Bulughul Maram. 
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Umum yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN). 
Maka, telah jelas bahwa penyaluran atau pendistribusian gaji ASN (PNS/ 
Prajurit TNI/POLRI) melalui transfer ke rekening bank-bank umum yang 
telah ditetapkan oleh Kuasa BUN.  
Salah satu instansi pemerintah yang mendistribusikan gaji pegawai 
ASN-nya melalui lembaga perbankan yaitu IAIN Surakarta. Pendistribusian 
gaji ASN di IAIN Surakarta pada awalnya tidak melalui lembaga perbankan, 
namun dibayarkan secara langsung kepada ASN. Seiring berjalannya waktu, 
di IAIN Surakarta terdapat kebijakan bahwa pembayaran gaji ASN disalurkan 
melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan pertama yang menyalurkan 
gaji ASN di IAIN Surakarta adalah Bank BPD Jateng.  Namun, sejak kurang 
lebih 7 tahun yang lalu, kebijakan pendistribusian gaji ASN melalui Bank 
BPD Jateng diganti ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga saat ini.
5
 
Jika dilihat dari hukum positif, sistem pendistribusian gaji, 
khususnya ASN telah ada aturan yang mengatur. Tetapi, dilihat dari hukum 
Islam belum ada aturan pasti yang mengatur tentang pendistribusian gaji. 
Jadi, jika sistem pendistribusian gaji ASN di IAIN Surakarta yang melalui 
BRI yang notabene adalah Bank Konvensional dikategorikan dalam mas{lah{ah 
mursalah, maka sama dengan yang telah dijelaskan dalam pengertian di atas, 
bahwa  sistem pendistribusian gaji secara hukum Islam belum ada aturan pasti 
yang mengaturnya.  
                                                          
5
 Mudhofir, Rektor IAIN Surakarta, wawancara pribadi, 10 April 2018, jam 10.12-
10.31 WIB. 
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Kemudian, di IAIN Surakarta sistem pendistribusian gaji para 
ASN-nya didistribusikan melalui Bank Konvensional yaitu BRI. Dalam hal 
ini, secara keseluruhan para dosen ASN khususnya di Fakultas Syariah 
menerima kebijakan tersebut. Meskipun, setelah gaji mereka ditransfer 
terdapat perlakuan yang berbeda terhadap gaji mereka yang telah ditransfer 
ke rekening BRI. Sebagian dari mereka, ada yang tetap menabungkan di BRI, 
dan sebagian ada yang memindahkannya ke Bank Syariah. Perlakuan mereka 
terhadap gaji yang dididtribusikan melalui Bank Konvensional tentu dengan 
beberapa sebab yang berbeda-beda. Alasan bagi mereka yang memindahkan 
ke Bank Syariah salah satunya adalah untuk menghidupkan lembaga 
keuangan yang berpredikat syariah dan mereka lebih mantap menggunakan 
lembaga keuangan syariah karena sesuai dengan syariat Islam. Sedang alasan 
mereka yang tidak memindahkan atau tetap menabungkan di BRI 
diantaranya; lebih nyaman dengan bank tersebut, karena mempunyai fasilitas 
yang baik, ketersediaan di segala lini, mudah dijangkau, dan ATM-nya 
tersedia dimana-mana. Selain itu, mereka menemukan bahwa praktik di Bank 
Syariah belum 100% syariah. 
Setelah peneliti memaparkan beberapa pandangan dari dosen ASN 
Fakultas Syariah IAIN Surakarta serta mengkategorikannya, maka peneliti 
perlu menganilisis pandangan tersebut dengan konsep mas{lah{ah. Hal ini 
menjadi pertimbangan hukum sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank 
Konvensional. 
118 
 
Mas{lah{ah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena 
mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi 
manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.6 Setelah 
peneliti melihat sisi manfaat dan mad{ara>t dari beberapa alasan atas 
pandangan dan sikap para dosen, sistem pendistribusian gaji ASN IAIN 
Surakarta melalui Bank Konvensional dapat dikatakan mas{lah{ah. Pada Bank 
Konvensional yang dalam hal ini adalah BRI terdapat keunggulan pelayanan 
serta kemudahan jangkauan dalam mengakses untuk nasabah. Sedangkan, 
pelayanan akses dari Bank Syariah justru kurang bisa dijangkau, karena 
kantor dan ATM-nya yang kebanyakan hanya berada di pusat kota. Hal 
menjadi tidak efisien bagi para ASN ketika hendak mengambil gaji. 
Syarat penggunaan teori mas{lah{ah pada suatu persoalan tertentu 
adalah kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqa<s}id asy–syari<’ah dan tidak 
bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Sistem pendistribusian gaji ASN baik 
melalui Bank Konvensional maupun Bank Syariah tidak ada perbedaan. 
Setiap bulannya, gaji para ASN akan disetorkan oleh Kantor Pelayanan 
Pebendaharaan Negara (KPPN) ke bank yang telah ditunjuk untuk 
mendistribusikan gaji ASN. Selanjutnya, bank tinggal memasukkan gaji 
tersebut ke rekening masing-masing ASN.
7
 Dalam hal ini, bank hanya 
sebagai pendistribusi gaji kepada para ASN. Di dalamnya tidak terdapat 
transaksi yang bersifat riba>wi. Karena, pada sistem pendistribusian gaji ASN 
                                                          
6
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 
hlm. 325. 
7
Arina Hasbana, Plt. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan 
Kemahasiswaan, 25 Mei 2018, jam 10.06-10.21 WIB. 
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melalui Bank Konvensional ini tidak ada tambahan atau bunga yang dalam 
pandangan Islam adalah riba. Maka hal ini tidak bertentangan dengan dalil-
dalil syara’ khususnya hukum bunga bank yang riba. Karena, Bank hanya 
sebagai perantara lewatnya gaji agar dapat tersalur kepada ASN. 
Dengan begitu, hal ini juga telah sesuai atau sejalan dengan maqa<s}id 
asy–syari<’ah. Di dalam maqa<s}id asy–syari<’ah terdapat lima tingkatan yang 
harus dipelihara, yakni: Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 
akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Sistem pendistribusian 
gaji ASN melalui Bank Konvensional telah sejalan dengan tingkatan 
memelihara harta, yaitu meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui 
cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan 
cara yang curang. 
Melihat dari berbagai sisi mas{lah{ah dan mad{ara>t, serta posisi para 
ASN terhadap kebijakan sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank 
Konvensional seperti yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan 
mengenai sistem pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional perlu 
dilihat lagi dengan batasan-batasan penentuan skala prioritas mas{lah{ah. 
Ketika terdapat dua hukum yang harus dilakukan secara bersamaan yang sulit 
untuk mempertemukannya, maka seorang mukallaf harus memilih salah 
satunya dalam skala prioritas. Pemilihan dan penentuan skala prioritas dalam 
hal ini tentunya tidak dilakukan secara acak, akan tetapi dengan berbagai 
batasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Batasan-batasan 
inilah yang nantinya dipakai untuk menentukan sebuah amalan yang harus 
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lebih diprioritaskan dari pada yang lainnya. Rincian analisisnya dalam hal ini 
akan dijelaskan sebagai berikut. 
Pertama, mengutamakan yang membawa maslahah lebih besar. 
Apabila terdapat dua amali>yah yang sama-sama membawa kemaslahatan, 
maka yang lebih diprioritaskan adalah yang membawa kemaslahatan yang 
lebih besar dan lebih banyak, walaupun harus mengorbankan amali>yah yang 
membawa kemaslahatan lebih sedikit atau kecil.
8
 Mengacu pada  mas{lah{ah 
dan mad{ara>t yang ditimbulkan terkait sistem pendistribusian gaji ASN 
melalui Bank Konvensional yang dalam hal ini adalah BRI, terlihat bahwa 
terdapat mas{lah{ah yang lebih besar ketika IAIN Surakarta bekerjasama 
dengan BRI dalam hal pendistrbusian gaji ASN. Dari segi kesiapan, Bank 
BRI lebih mempunyai infrastruktur lebih kuat, serta ketersediaannya disegala 
lini. Misalnya saja, dalam hal kantor, BRI telah mempunyai banyak kantor 
cabang, bahakan unit di daerah kecamatan maupun desa, sedangkan untuk 
Bank Syariah di Solo kantornya hanya tersedian di pusat kota. Selain itu, 
mesin ATM BRI juga telah banyak  tersedia diberbagai daerah dibandingkan 
mesin ATM Bank Syariah. Hal ini menjadi pertimbangan sendiri bagi para 
ASN terkait efisiensi waktu mereka jika melihat mobilitas kerja mereka. Hal 
ini akan menjadi tidak efektif jika harus menggunakan Bank Syariah, karena 
kebanyakan mesin ATM Bank Syariah berada di pusat kota. 
Kedua, yang lebih dominan lebih diprioritaskan apabila berbenturan 
antara mas{lah{ah dan mafsadah. Apabila manfaat atau maslahat yang lebih 
                                                          
8
 Muh. Nashirudin, “Fikih Prioritas (Pengertian dan Batasannya)”, Al-Ahkam, 
Vol. 5, No. 1, Maret 2007. hlm. 20. 
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dominan, maka melakukannya adalah lebih utama, sebaliknya bila nilai 
mad{ara>t atau mafsadatnya lebih dominan, maka meninggalkannya lebih 
utama.
9
 Dilihat dari segi mas{lah{ah dan mafsadah-nya, sistem pendistribusian 
gaji ASN melalui Bank Konvensional lebih dominan menimbulkan mas{lah{ah 
dari pada mafsadah-nya. Dengan sistem pendistribusian gaji ASN melalui 
Bank Konvensional yang dalam hal ini adalah BRI, para ASN lebih mendapat 
kemudahan dalam pelayanan dibanding menggunakan Bank Syariah. 
Ketiga, menghilangkan mafsadah lebih utama dibandingkan 
mendatangkan mas{lah{ah apabila sisi mas{lah{ah dan mafsadah-nya berimbang. 
Apabila antara mendatangkan manfaat dan meninggalkan mafsadat memiliki 
kekuatan yang sama dan tidak mungkin dicari jalan tengahnya, maka 
menghilangkan mafsadat lebih diutamakan dibanding mendatangkan 
manfaat.
10
 Dalam batasan skala prioritas mas{lah{ah yang satu ini lebih 
mengutamakan menghilangkan mafsadat dibandingkan manfaat. Dalam hal 
ini kurang kuatnya pelayanan akses dari Bank Syariah perlu ditinggalkan, 
seperti kantor dan ATM yang kebanyakan hanya ada di pusat kota. Karena 
akan menjadi tidak efisien bagi para ASN dalam mengambil gaji mereka. 
Keempat, lebih memprioritaskan tujuan dari pada sarana. Prioritas 
tujuan atas sarana terjadi karena tujuan dalam sebuah amal harus tercapai 
walaupun tidak keseluruhannya, sedangkan sarana boleh tidak terwujud bila 
kondisi memang tidak memungkinkannya.
11
 Dalam hal ini, tujuan dari sistem 
                                                          
9
 Ibid. 
10
 Ibid. 
11
 Ibid., hlm. 22. 
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pendistribusian gaji adalah tersalurkannya gaji kepada pegawai atau pekerja 
dengan baik. Mengenai sarana tidak ada ketetapan pasti dalam Islam harus 
seperti apakah cara pendistribusiannya. Maka, di IAIN Surakarta, gaji para 
ASN didistribusikan melalui Bank Konvensional yaitu Bank Rakyat 
Indonesia. Kebijakan ini telah sesuai arahan dari Kementrian Agama 
(KEMENAG), karena IAIN Surakarta berada di bawah naungan KEMENAG. 
Maka poin pentingnya adalah gaji tersalurkan kepada ASN dengan baik. 
Berdasarkan hasil hasil wawancara peneliti dengan dosen ASN di 
Fakultas Syariah, secara keseluruhan mereka menerima kebijakan tersebut. 
Mereka yang memindahkan gajinya pun tidak mempermasalahkan 
pendistribusian gaji yang melalui Bank Konvensional. Karena hal itu sudah 
merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Dan sebagai ASN yang berada di 
bawah naungan institusi mereka tidak bisa menentukan bank mana yang akan 
mereka gunakan untuk mendistribusikan gaji ke mereka. Maka hal tersebut 
menjadi tidak masalah, namun setelah gaji turun atau ditransfer ke rekening 
mereka, itu menjadi hak mereka dalam memberi perlakuan, karena pada 
hakikatnya bank hanya sebagai sarana agar gaji tersalurkan kepada 
penerimanya. 
Terlepas dari perbedaan pandangan di kalangan dosen ASN Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta terhadap sistem pendistribusian gaji ASN melalui 
Bank Konvensional. Secara keseluruhan, para dosen ASN menyatakan bahwa 
akan lebih baik jika gaji mereka didistribusikan melalui Bank Syariah. Karena 
dengan begitu akan sejalan dengan institusi yang berbasis Islam. Selain itu, 
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dalam pengoperasiannya, Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam. 
Dengan begitu, institusi telah ikut mendukung perkembangan lembaga 
keuangan yang berbasis syariah. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa, sistem pendistribusian gaji ASN 
melalui Bank Konvensional dilihat dari segi mas{lah{ah telah memberi manfaat 
bagi para ASN. Dimana mereka mendapat kemudahan pelayanan serta akses 
dari Bank Konvensional yakni BRI. Disamping itu, sistem pendistribusian 
gaji melalui Bank Konvensional maupun Bank Syariah tidak ada perbedaan 
dan di dalamnya tidak terdapat transaksi yang bersifat riba. Karena, Bank 
hanya sebagai pendistribusi, maka tidak ada tambahan yang disebut bunga di 
dalamnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan analisis di atas, maka penelitian untuk 
skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pandangan dosen ASN Fakultas Syariah IAIN Surakarta terhadap sistem 
pendistribusian gaji ASN melalui Bank Konvensional dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu menerima sepenuhnya dan menerima tidak sepenuhnya. 
Menerima sepenuhnya dalam artian mereka tidak memindahkan gajinya 
ketika gaji telah turun. Sedangkan menerima tidak sepenuhnya disini 
dalam artian mereka memindahkan gajinya ketika gaji telah turun. Mereka 
menerima hal tersebut karena itu sudah menjadi kebijakan dari pemerintah 
pusat. Sedang alasan mereka memindahkan karena lebih mantap 
menggunakan lembaga keuangan syariah, sebab sesuai dengan prinsip 
Islam. 
2. Sistem pendistribusian gaji ASN IAIN Surakarta yang melalui Bank 
Konvensional merupakan suatu kemaslahatan. Dimana para ASN 
mendapat kemudahan pelayanan serta akses dari Bank Konvensional yakni 
BRI. Disamping itu, sistem pendistribusian gaji melalui Bank 
Konvensional maupun Bank Syariah tidak ada perbedaan dan di dalamnya 
tidak terdapat transaksi yang bersifat riba. Karena, Bank hanya sebagai 
pendistribusi gaji, maka tidak ada tambahan yang disebut bunga di 
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dalamnya. Terlepas dari hal di atas, secara keseluruhan, para dosen ASN 
menyatakan bahwa akan lebih baik jika gaji mereka didistribusikan 
melalui Bank Syariah. Karena dengan begitu akan sejalan dengan institusi 
yang berbasis Islam dan institusi juga turut mendukung perkembangan 
lembaga keuangan yang berbasis syariah. 
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disarankan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) IAIN Surakarta 
Dilihat dari sisi maslahatnya, sistem pendistribusian gaji ASN melalui 
Bank Konvensional tidak menjadi masalah dan diperbolehkan. Namun 
alangkah baiknya jika tidak tetap menabungkan gaji di Bank Konvensional 
agar tidak digunakan oleh bank untuk investasi riba. Mengingat Bank 
Konvensional merupakan bank yang sistem operasionalnya menggunakan 
bunga, yang mana dalam pandangan hukum Islam adalah riba. 
2. Bagi IAIN Surakarta 
IAIN Surakarta merupakan institusi Islam, alangkah baiknya citra baik 
institusi Islam juga direalisasikan dengan mendukung lembaga keuangan 
yang berpredikat syariah. 
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